KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PROYEKSI
PENERIMAAN NEGARA, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEOQ,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 3
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, disebutkan
bahwa salah satu sub unsur dalam jabatan fungsional
pemeriksa bea dan cukai adalah sub unsur analisis
proyeksi penerimaan negara, pemberian dan evaluasi
perizinan, sertifikasi AEO, pemutakhiran database nilai
pabean dan fasilitas kepabeanan dan cukai;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka
Kreditnya;



Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Bukti
Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan Dan Pelatihan, Uji
Kompetensi, Serta Waktu Penilaian Dan Penetapan
Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan
Cukai Sub Unsur Analisis Proyeksi Penerimaan Negara,
Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO,
Pemutakhiran Database Nilai Pabean dan Fasilitas

Kepabeanan dan Cukai;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009
tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan
Departemen Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.01/2014
tentang Pedoman Pembentukan dan Penggunaan Jabatan
Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian
Keuangan,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;



Memperhatikan

Menetapkan

6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 149/KMK.01 /2004 dan
Nomor 15 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR
ANALISIS PROYEKSI PENERIMAAN NEGARA, PEMBERIAN
DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEOQO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS
KEPABEANAN DAN CUKAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut PBC
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara fungsional
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran
peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak
pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan

pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.



PBC Sub Unsur Analisis Proyeksi Penerimaan Negara,
Pemberian dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO,
Pemutakhiran Database Nilai Pabean, dan Fasilitas
Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut PBC
Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi adalah
bagian dari PBC yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur
Analisis Penerimaan, Pemberian dan Evaluasi Perizinan,
Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean, dan
Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang
selanjutnya disebut JFPBC adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea
dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-
undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi,
kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang
kepabeanan dan cukai.

Jenjang Jabatan PBC yang selanjutnya disebut Jenjang
Jabatan adalah hierarki jabatan PBC yang mencerminkan
pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai,
pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan,
penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan
internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan
dan cukai.

PBC Kategori Keterampilan adalah PBC yang memiliki
kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan

prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai.



10.

11.

12.

PBC Kategori Keahlian adalah PBC yang mempunyai
kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan,
metodologi, dan teknik analisis di bidang kepabeanan dan
cukai.

Tugas Limpah adalah pelaksanaan tugas PBC satu tingkat
di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan yang
seharusnya.

Unsur Kegiatan adalah kelompok kegiatan dalam JFPBC
yang diperhitungkan dalam angka kredit sebagai salah
satu bahan pertimbangan kenaikan pangkat dan/atau
jabatan.

Sub Unsur Kegiatan adalah bagian dari unsur kegiatan
dalam JFPBC.

Tim Penilai Kinerja JFPBC yang selanjutnya disebut Tim
Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi
keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta menilai kinerja pejabat
fungsional PBC.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh PBC dalam rangka pembinaan karir yang
bersangkutan.

Sekretaris adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.



BAB II
BUTIR KEGIATAN DAN BUKTI PENDUKUNG

Pasal 2
Rincian butir kegiatan yang terkait dengan sub unsur analisis
penerimaan, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi AEO,
pemutakhiran database nilai pabean, dan fasilitas kepabeanan
dan cukai untuk PBC kategori keterampilan dan kategori
keahlian beserta angka kreditnya sebagaimana tercantum |
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi dapat

melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain selain rincian

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas penugasan
oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

a. PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi
memenuhi persyaratan untuk melaksanakan butir
kegiatan sub unsur lain tersebut; dan/atau

b. butir kegiatan sub unsur lain tersebut memiliki jenjang
jabatan yang sama, jenjang jabatan setingkat lebih tinggi,
atau jenjang jabatan setingkat lebih rendah dengan jenjang
jabatan PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi

tersebut.

Pasal 4
(1) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang
melaksanakan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan
dan pelatihan di bidang Kepabeanan dan Cukai diberikan
angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.



(2) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan
angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

(3) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang
melaksanakan kegiatan unsur penunjang diberikan angka
kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

(4) Pendidikan formal bagi PBC Analis Penerimaan, Perizinan,
dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan angka kredit sebagai unsur utama dalam hal:

a. pendidikan dengan jurusan Kepabeanan dan Cukai, dan
Fakultas/ Bidang/ Jurusan/ Program  Studi
Administrasi Negara, Akuntansi, Manajemen, Logistik,
Ekonomi, Sistem Informasi, Teknik, Teknologi Informasi,
Statistik, Hukum; dan

b. memperoleh ijin belajar, tugas belajar, dan/atau ijazah
atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
ketika sedang melaksanakan kegiatan pada sub unsur
analisis penerimaan, pemberian dan evaluasi perizinan,
sertifikasi AEO, pemutakhiran database nilai pabean,
dan fasilitas kepabeanan dan cukai.

(5) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang
melaksanakan pendidikan formal selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), diberikan angka kredit dari kegiatan

unsur penunjang sesuai ayat (3).

Pasal 5
(1) Untuk mendapatkan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, setiap butir kegiatan
yang dilaksanakan oleh PBC Analis Penerimaan, Perizinan,

dan Sertifikasi harus didukung oleh bukti pendukung.



(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk softcopy dan/atau hardcopy.

(3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

a.

Bukti  pendukung untuk pelaksanaan kegiatan
pendidikan formal;

Bukti  pendukung untuk pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan

cukai;

. Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan analisis

penerimaan, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi
AEO, pemutakhiran database nilai pabean, dan fasilitas
kepabeanan dan cukai;

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan
pengembangan profesi; dan

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan unsur

penunjang.

Pasal 6

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan

formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a

dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan
Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan :

a.

telah mendapat penugasan atau ijjin sesuai dengan

ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan;

telah mendapatkan ijazah hasil pendidikan formal sesuai

penugasan atau izin sebagaimana dimaksud pada huruf a;

dan

telah dilegalisir oleh lembaga atau instansi yang berwenang.



Pasal 7

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan

pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf

b dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan

Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan:

a. telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari pendidikan dan
pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai dan/atau yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PBC Analis
Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi; dan

b. diberi penugasan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Bukti pendukung untuk pelaksanaan Kkegiatan analisis
penerimaan, pemberian dan evaluasi perizinan, sertifikasi AEO,
pemutakhiran database nilai pabean, dan fasilitas kepabeanan
dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf
¢ dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan
Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bukti pendukung atas butir kegiatan yang dilaksanakan

telah mendapatkan pengesahan dari atasan langsung; dan

b. bukti pendukung diselesaikan pada periode penilaian.

Pasal 9
Kriteria bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan
pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf d yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan
usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 10
Kriteria bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan unsur
penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf
e yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan
Penetapan Angka Kredit (PAK), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

(1) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(3) huruf ¢ berupa laporan yang harus dibuat setiap bulan
dan ditandatangani oleh atasan langsung atau pejabat yang
berwenang.

(2) Jenis dan format bukti pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12
Dalam hal PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi
diberi penugasan untuk melaksanakan butir kegiatan sub
unsur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ketentuan
yang mengatur bukti pendukung mengikuti peraturan tentang

PBC sub unsur tersebut.

BAB 1II
TUGAS LIMPAH

Pasal 13
(1) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi dapat
melaksanakan Tugas Limpah berdasarkan penugasan dari

Pejabat yang berwenang.
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(2) Tugas Limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa :

a.
b.

Tugas Limpah bawah; atau

Tugas Limpah atas.

(3) Tugas Limpah bawah dapat berupa :

a.

PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir melaksanakan butir
kegiatan pada PBC Pelaksana/Terampil;

PBC Pelaksana/Terampil melaksanakan butir kegiatan
pada PBC Pelaksana Pemula/Pemula;

PBC Utama/Ahli Utama melaksanakan butir kegiatan
pada PBC Madya/Ahli Madya;

PBC Madya/Ahli Madya melaksanakan butir kegiatan
pada PBC Muda/Ahli Muda; atau

PBC Muda/Ahli Muda melaksanakan butir kegiatan
pada PBC Pertama/Ahli Pertama.

(4) Tugas Limpah atas dapat berupa :

a.

PBC Pelaksana/Terampil melaksanakan butir kegiatan
pada PBC Pelaksana Lanjutan/Mabhir;

PBC Pelaksana Pemula/Pemula melaksanakan butir
kegiatan pada PBC Pelaksana/Terampil;

PBC Madya/Ahli Madya melaksanakan butir kegiatan
pada PBC Utama/Ahli Utama;

PBC Muda/Ahli Muda melaksanakan butir kegiatan
pada PBC Madya/Ahli Madya; atau

PBC Pertama/ Ahli Pertama melaksanakan butir
kegiatan pada PBC Muda/Ahli Muda.
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BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 14 _
(1) Pendidikan dan pelatihan untuk PBC Analis Penerimaan,

Perizinan, dan Sertifikasi terdiri atas:

a. pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai
persyaratan dalam pengangkatan pertama ke dalam
JFPBC atau dalam rangka pindah jabatan; dan

b. pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai
persyaratan dalam  perpindahan dari Kkategori
keterampilan ke kategori keahlian.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh unit yang menangani pendidikan dan

pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 15

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a berupa pendidikan dan pelatihan
Fungsional PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan
Sertifikasi Tingkat Terampil dan pendidikan dan pelatihan
Fungsional PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan
Sertifikasi Tingkat Ahli.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf b berupa pendidikan dan pelatihan
Fungsional PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan
Sertifikasi Tingkat Ahli.
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BABV
UJI KOMPETENSI

Pasal 16

(1) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang akan
naik Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti
dan Iulus Uji Kompetensi.

(2) Uji Kompetensi untuk kenaikan Jenjang Jabatan setingkat
lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. wawancara;

b. tes tertulis; dan/atau
c. cara lainnya.

(3) Kompetensi yang harus dipenuhi oleh PBC Analis
Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi meliputi :

a. kompetensi manajerial;
b. kompetensi teknis; dan
c. kompetensi sosio-kultural.

(4) Jenis kompetensi yang harus dipenuhi oleh PBC Analis
Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi untuk masing-
masing kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai

standar kompetensi.

Pasal 17
(1) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) untuk PBC Pelaksana Pemula/Pemula
menjadi PBC Pelaksana/Terampil dan PBC
Pelaksana/Terampil menjadi PBC Pelaksana
Lanjutan/Mahir dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) untuk PBC Kategori Keahlian dilakukan
oleh Sekretaris.
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Pasal 18

(1) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang akan

mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 ditunjuk oleh Sekretaris.

(2) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud

pada pasal 17 harus memenuhi ketentuan:

a. telah mengumpulkan angka kredit paling kurang:

1.

35 angka kredit untuk menjadi PBC Pelaksana
/Terampil;

95 angka kredit untuk menjadi PBC Pelaksana
Lanjutan/Mabhir;

187,5 angka kredit untuk menjadi PBC Muda/Ahli
Muda;

375 angka kredit untuk menjadi PBC Madya/Ahli
Madya; atau

812,5 angka kredit untuk menjadi PBC Utama/Ahli

Utama

b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam

pangkat dan golongannya, dengan pangkat dan golongan

ruang paling kurang:

1.

Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi
PBC Pelaksana/Terampil;

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk
menjadi PBC Pelaksana Lanjutan/Mabhir;

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk
menjadi PBC Muda/Ahli Muda;

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi
PBC Madya/Ahli Madya; atau

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk
menjadi PBC Utama/Ahli Utama.
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Pasal 19

(1) Hasil pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan oleh
atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi yang telah
mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 diberikan Surat Keterangan Hasil Uji Kompetensi
dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

(1) PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi harus
menghitung sendiri Angka Kredit yang diperolehnya
berdasarkan Bukti Pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.

(2) Perhitungan Angka Kredit dilakukan dengan cara
mengalikan antara nilai Angka Kredit setiap butir kegiatan
dengan jumlah satuan hasil yang telah dilaksanakan oleh
PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi.

(3) Nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 31 tahun 2016 tentang Jabatan

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
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(4) Penentuan jumlah satuan hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 21
(1) Pengajuan surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi

PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan Sertifikasi

disampaikan kepada:

a. Direktur Jenderal melalui Sekretaris atas persetujuan
atasan langsungnya bagi PBC Madya/Ahli Madya dan
PBC Utama/Ahli Utama;

b. Sekretaris melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas
melakukan pembinaan jabatan fungsional atas
persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Muda/Ahli
Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Pelaksana
Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC
Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas
memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif
JFPBC bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli
Pertama, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC
Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana
Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama

Bea dan Cukai; atau
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d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas
memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif
JFPBC atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC
Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC
Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil,
dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

(2) Pengajuan surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi

dengan :

da.

b.

Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK):

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK)
Pemeriksaan Bea dan Cukai beserta bukti pendukung;
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK)
Pencegahan dan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan
Cukai beserta bukti pendukung;

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK)
Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai
beserta bukti pendukung;

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK)
Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeanan dan Cukai
beserta bukti pendukung;

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK)
Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai
beserta bukti pendukung;

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK)
Pengembangan Profesi beserta bukti pendukung;
dan/atau

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK)

Penunjang beserta bukti pendukung.

(3) Penyampaian bukti pendukung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat berbentuk hardcopy dan/atau softcopy.
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(4) Dalam hal diperlukan, Atasan Langsung atau Tim Penilai
dapat meminta Bukti Pendukung dalam bentuk hardcopy
kepada PBC Audit yang mengajukan bukti pendukung
dalam bentuk softcopy.

(5) Atasan langsung PBC Analis Penerimaan, Perizinan, dan
Sertifikasi wajib melakukan penelitian atas Daftar Usulan
Penilaian Angka Kredit (DUPAK), Surat Pernyataan
Melakukan Kegiatan (SPMK) dan bukti pendukung.

(6) Kewajiban penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan oleh:

a. Kepala Bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi dan
melakukan pembinaan administratif JFPBC pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai

b. Pejabat yang menangani urusan tata usaha pada unit
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

c. Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 22

(1) Dalam hal atasan langsung menyetujui usulan Penetapan
Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1), atasan langsung menandatangani surat usulan
Penetapan Angka Kredit (PAK), Daftar Usulan Penilaian
Angka Kredit (DUPAK), dan Surat Pernyataan Melakukan
Kegiatan (SPMK).

(2) Dalam hal atasan langsung tidak menyetujui usulan
Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1), atasan langsung mengembalikan
surat usulan PAK, Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
(DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK),
dan bukti pendukung untuk diperbaiki dan disempurnakan.
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Pasal 23
Bentuk dan format surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 24

(1) Berdasarkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
(DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK),
dan bukti pendukung yang diterimanya, Tim Penilai harus
melakukan penilaian Angka Kredit.

(2) Hasil penilaian Angka Kredit yang dilakukan oleh Tim
Penilai dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian Angka
Kredit (BAPAK) sesuai contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Dalam hal hasil penilaian Angka Kredit yang tertuang dalam
Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat, Sekretariat Tim Penilai
membuat konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

(4) Dalam hal hasil penilaian Angka Kredit yang tertuang dalam
Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipertimbangkan
untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, Sekretariat Tim
Penilai membuat nota pemberitahuan sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.
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Pasal 25

(1) Pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan

selambat-lambatnya:

a.

tanggal 1 April untuk bukti pendukung dengan periode
1 Oktober sampai dengan 31 Maret; ]
tanggal 1 Oktober untuk bukti pendukung dengan
periode 1 April sampai dengan 30 September; atau

30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberhentikan sebagai
PBC.:

(2) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya:

b

tanggal 30 April untuk bukti pendukung periode 1
Oktober sampai dengan 31 Maret;

tanggal 31 Oktober untuk bukti pendukung periode 1
April sampai dengan 30 September; atau

10 (sepuluh) hari kerja setelah Daftar Usulan Penilaian
Angka Kredit (DUPAK) diterima dalam rangka penilaian
Angka Kredit PBC yang diberhentikan.

(3) Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya:

a.
b.

C.

tanggal 31 Mei untuk kenaikan pangkat per 1 Oktober;
tanggal 30 November untuk kenaikan per 1 April; atau
10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara
Penilaian Angka Kredit (BAPAK) dalam rangka penilaian
Angka Kredit PBC yang diberhentikan.

Pasal 26

Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam

pasal 25 ayat (3) huruf ¢ dijadikan dasar dalam penghitungan

Angka Kredit saat pengangkatan kembali sebagai PBC,

ditambah dengan Angka Kredit dari bukti pendukung yang

diperoleh selama pemberhentian sebagai PBC.
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Pasal 27

(1) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25

tidak dapat diajukan untuk mendapatkan Angka Kredit

pada periode penilaian berikutnya dalam hal :

a.

PBC tidak mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka
Kredit (DUPAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
ayat (1);

PBC mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
(DUPAK) dengan sebagian bukti pendukung; dan/atau
bukti pendukung yang telah diajukan PBC ditolak oleh

Tim Penilai.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk bukti pendukung yang memenuhi kriteria:

a.

C.

telah diselesaikan pada periode penilaian tetapi diterima
oleh PBC setelah periode penilaian;

telah diselesaikan pada periode penilaian tetapi diterima
oleh PBC pada saat proses pengajuan Daftar Usulan
Penilaian Angka Kredit (DUPAK); atau

nyata-nyata bukan kesalahan PBC.

(3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat diajukan paling lambat pada periode penilaian

berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Uji Kompetensi dalam rangka inpassing dilakukan oleh

Sekretaris dengan mempertimbangkan rekomendasi
Direktur, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai,

atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai.
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(2) Hasil dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam surat keterangan lulus uji kompetensi
dalam rangka inpassing sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 29
Dalam hal standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Ayat (3) belum semua tersedia, pelaksanaan uji

kompetensi menggunakan standar kompetensi yang tersedia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN.
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN. SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN

DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN SUB UNSUR SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN,
SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN BESERTA ANGKA KREDITNYA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN mbewhz»mbw Ao RGBS PELAKSANA TUGAS | KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
PEMERIKSAAN | Analisis Melaksanakan penyiapan bahan analisis
BEA DAN CUKAI | penerimaan, dalam rangka :
Pemberian dan a Pemberian Fasilitas Kepabeanan Biirat Keputusari/
Evaluasi terkait Fasilitas Pasal 25 UU b b i 0,0022 Pelaksana/Terampil
Perizinan, Kepabeanan cnotatan
Sertifikasi AEO, b Pemberian Fasilitas Kepabeanan sarat Repititany
Pemutakiran terkait Fasilitas Pasal 26 UU e 0,0020 Pelaksana/Terampil
Database  Nilai Kepabeanan i
Pabean dan ¢ | Pemberian Fasilitas Kepabeanan | o oo L /
Fasilitas terkait Fasilitas Tempat Penimbunan P Wumw 0,0033 Pelaksana/Terampil
Kepabeanan dan Berikat SHOMLR AL
Cukai d | Pemberian Fasilitas Kepabeanan | o o0 o /
terkait Fasilitas Migas dan Panas p Wu 0,0022 Pelaksana/Terampil
Bumi enolakan
e Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surat Keputusan/ :
terkait Fasilitas BMDTP Penolakan 0,0014 Pl sl
f Pembekuan dan Pencabutan
Fasilitas Kepabeanan terkait Surat Keputusan/ !
Fasilitas Tempat Penimbunan Penolakan S/ G0 Felakenuay Toramp
Berikat
g Pembekuan dan Pencabutan
Fasilitas Kepabeanan terkait mzanmMMWﬁMMmd\ 0.0039 Pelaksana/Terampil
Fasilitas KITE
h | Pemberian, Pembekuan dan/
Pencabutan Perizinan Kepabeanan Zﬂ%ﬁww\mwmwmﬁ 0.0035 Pelaksana/Terampil
dan Cukai berupa NIPER
: Penerbitan SPPJ SERI/ Bura 0.0030 Pelaksana/Terampil
Penolakan
j Penerbitan Fasilitas Pengembalian Surat Keputusan/ i
KITE Penolakan 0.0020 Pelaksana/Terampil
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SATUAN HASIL

ANGKA

NO erm..cW SUB S,mmc.w wcﬁﬂ.%mm—b‘—&z Hdgm.Qmeﬂbz ! (TIAP ) KREDIT m.mrbmnmw.@m Mcnﬂﬂm‘w KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
k | Penelitian laporan periodik atas Pelaksana
pelaksanaan fasilitas kepabeanan Laporan 0.0018 Pemula/Pemula
| Pemutakhiran Data Base Nilai — 0.0023 Pelaksana
Pabean di tingkat wilayah P ' Pemula/Pemula
= Pemberian Sertifikasi AEO Sertilikat/ Surat 0.0097 Pelaksana/Terampil
Penolakan
n Yemberlan pectzinan  Repabeanan NIK/ Surat Penolakan 0,0010 Pelaksana/Terampil
berupa NIK
Pemutakhiran Data Base Nilai — ;
o Pabean di tingkat Nasional Laporan 0,0030 Pelaksana/Terampil
p Pembekuan dan pencabutan Surat Keputusan/ 3
Sertifikasi AEQ Penolakan ki e/ Torn
q MW%W%N: Taparan. Periodix. Calal Laporan 0,0024 Pelaksana/Terampil
r Pemberian perizinan berupa NPPBKC/ Surat ;
NPPBKC Perlatamn 0,0031 Pelaksana/Terampil
s pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ .
berupa Pembayaran Berkala Penolakan Diongn Pelakaana/Tecampil
t pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ ;
Pembebasan Cukai Penolakan 0,0036 RelairsaRaiaampl
= mnazmnm:m.ﬁ ki, Cukal/Barang Laporan/ Berita Acara 0,0033 Pelaksana/Terampil
Kena Cukai
¥ Penetapan Tarif Cukai Sural Keputasanf 0,0034 Pelaksana/Terampil
Penolakan
w | Pengembalian Cukai/Pita Cukai Laporan/ Berita Acara 0,0035 Pelaksana/Terampil
X Pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ s
berupa Penundaan Pembayaran Penolakan Dianae Relnksene Teradipll
y Pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ ;
Tidak Dipungut Perinlalan 0,0032 Pelaksana/Terampil
z Penerimaan Laporan Pajak Rokok Laporan 0.0035 Pelaksana/Terampil
aa | Analisis Dokumen Cukai Laporan 0.0035 Pelaksana/Terampil
bb | penerbitan STTU NELHL soumnd 0,0022 Pelaksana/Terampil
Penolakan
Melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas :
a pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Pelaksana
Kepabeanan sebagai Anggota II Laporan Menew o, 1200 Lanjutan/Mabhir
b pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 UU T 0.1200 Pelaksana
Kepabeanan sebagai Anggota II p ’ Lanjutan/Mabhir
(¢ pelaksanaan Fasilitas Tempat
Penimbunan Berikat sebagai Laporan Monev 0,0800 S%M_Wmmw\myﬂwwﬁ
Anggota Il J
d | pelaksanaan Fasilitas Migas dan Laporan Mones 0.1200 Pelaksana

Panas Bumi sebagai Anggota II

Lanjutan/Mahir
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN mbewhﬂmﬁu ASKL oy PELAKSANA TUGAS | KETERANGAN
1 e — 3  a ) 5 6 D T8
e pelaksanaan Fasilitas BMDTP Pelaksana
sebagai Anggota Il Laporen Monev 0.1200 Lanjutan/Mahir
f pelaksanaan Fasilitas KITE sebagai Pelaksana
Anggota II Laporan Mopee 91200 Lanjutan/Mahir
g . ; . Pelaksana
sertifikasi AEO sebagai anggota II Laporan Monev 0.4200 Lanjutan /Mahir
h | Pemberian Perizinan Kepabeanan Pelaksana
terkait NIK sebagai anggota II LEpotatE Dok ey Lanjutan/Mabhir
i Penetapan Hubungan Keterkaitan Pelaksana
sebagai Anggota II Laporan Monev Q2017 Lanjutan/Mahir
i Laporan Periodik Cukai (LACK) Pelaksana
sebagai Anggota Il Laporan: Monge 02917 Lanjutan/Mahir
k Pemberian perizinan berupa Pelaksana
NPPBKC sebagai Anggota II Laporan, Money 02858 Lanjiitan/Mahir
pemberian fasilitas Cukai berupa Baliiessna
1 mmﬂdm_ummmn Cukai sebagai Anggota Laporan Monev 0,2833 Lanjutan/Mahir
m | Pemusnahan Pita Cukai/Barang Pelaksana
Kena Cukai sebagai Anggota Il Eaparan Monby Q208 Lanjutan/Mahir
n | Penetapan Tarif Cukai sebagai Pelaksana
Anggota IT Laporan Monev 0,0150 Lanjutan/Mahir
o} pengembalian Cukai/Pita Cukai Pelaksana
sebagai Anggota II digperan Nowey 80808 Lanjutan/Mahir
P pemberian Kemudahan Cukai Pelaksana
berupa Penundaan Pembayaran Laporan Monev 0,0250 Lamiuts/ Makis
sebagai Anggota II J
q | pemberian fasilitas Cukai berupa Pelaksana
Tidak Dipungut sebagai Anggota II Laperan Money 0.0275 Lanjutan/Mahir
A Pelaksana
Melaksanakan pereckaman data Cukai 10 Dokumen/Laporan 0,0038 PerenlaPetonia
Melaksanakan validasi terkait Sertifikasi .
AEO sebagai anggota II Laporan 0,1570 Pelaksana/Terampil
Melaksanakan analisis dalam rangka :
a Pemberian Fasilitas Kepabeanan :
terkait Fasilitas Pasal 25 uyy | OSuratKeputusan/ 0.0199 pertamay Al
Penolakan Pertama
Kepabeanan
b | Pemberian Fasilitas Kepabeanan .
terkait Fasilitas Pasal 26 Uy | SwratKeputusan/ 0.0240 RerammaE /At
Penolakan Pertama
Kepabeanan
c Pemberian Fasilitas Kepabeanan . .
terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Lt L 0.0532 BT Al
Penolakan Pertama

Berikat
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN mbﬂwhww ) i uMMMMmMW PELAKSANA TUGAS KETERANGAN
1 e S e R, 4 o e - i 6 Sy T 8
d Pemberian Fasilitas Kepabeanan ;
terkait Fasilitas Migas dan Panas Surat Keputusan/ 0,0338 Pertama Aol
Bumi Penolakan Pertama
€ Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surat Keputusan/ 0.0237 Pertama/Ahli
terkait Fasilitas BMDTP Penolakan : Pertama
f Pembekuan dan Pencabutan
Fasilitas Kepabeanan terkait Surat Keputusan/ 0.0668 Pertama/Ahli
Fasilitas Tempat Penimbunan Penolakan ’ Pertama
Berikat
g Pembekuan dan Pencabutan ;
Fasilitas Kepabeanan terkait mﬁnﬂmeﬂM%Mmm\ 0,0075 Moﬂwﬁmw%%wr:
Fasilitas KITE ©
h Pemberian, Pembekuan dan/ ) .
Pencabutan Perizinan Kepabeanan ZW.WNMM\NWMM& 0.0300 moﬂ“ﬂmﬂ\g Wﬁ:
dan Cukai berupa NIPER
i Penerbitan SPPJ SPPJ/ Surat 0.0582 Pertama/Ahli
Penolakan Pertama
] Penerbitan STTJ STTJ/ Surat 0.0050 Pertama/Ahli
’ Penolakan : Pertama
k Penerbitan Fasilitas Pengembalian Surat Keputusan/ 0.0306 Pertama /Ahli
KITE Penolakan ! Pertama
1| pemberian Sertifikasi AEO St L Sreat 0,2929 Pertama/Ahli
Penolakan Pertama
m | Pemberian perizinan Kepabeanan Pertama/Ahli
dan Cukai berupa NIK NiE/ Sutdl Penclakan 09,0023 Pertama
n Pemutakhiran Data Base Nilai Lapotan 0.0051 Pertama/Ahli
Pabean Pertama
o Pembekuan dan pencabutan Surat Keputusan/ 0.2138 Pertama/Ahli
Sertifikasi AEO Penolakan i Pertama
P Penetapan Hubungan Keterkaitan Surat Keputusan/ 0,0300 Pertama/Ahlt
Penolakan Pertama
q Penelitian Laporan Periodik Cukai Pertama/Ahli
(LACK) Laporan 0.0300 Bethon
r Pemberian perizinan berupa NPPBKC/ Surat 0.0300 Pertama/Ahli
NPPBKC Penolakan ) Pertama
) pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ 0.0300 Pertama/Ahli
berupa Pembayaran Berkala Penolakan ) Pertama
t pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ 0.0300 Pertama/Ahli
Pembebasan Cukai Penolakan i Pertama
u Huma:smu.ﬁmdm.ﬁ Pita Cukai/Barang Laporan/ Berita Acara 0.0175 Pertama/Ahli
Kena Cukai Pertama
v Penetapan Tarlf Cukal Surat Keputusan/ 0.0175 Pertama/Ahli
Penolakan Pertama
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN mbewh.z%mupmhr it i PELAKSANA TUGAS | KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 ]
w pengembalian Cukai/Pita Cukai Laporan/ Berita Acara 0.,0651 vaM_Ms%n\,_ Wb:
X pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ 0.0445 Pertama/Ahli
berupa Penundaan Pembayaran Penolakan ' Pertama
y pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ 0.0175 Pertama/Ahli
Tidak Dipungut Penolakan ’ Pertama
z Penelitian Laporan Penerimaan Pertama/Ahli
Pajak Rokok Laporan 90,0146 Pertama
aa Penelitian Dokumen Cukai Laporan 0,0175 mmﬂmam\gr
ertama
bb | Evaluasi Laporan Periodik atas Pertama/Ahli
pelaksanaan Fasilitas Kepabeanan tapaan g/4050 Pertama
Melaksanakan analisis dan evaluasi atas Pertama /Ahli
penerimaan negara di bidang kepabeanan Laporan 0,0175 Dertarns
dan cukai
Melaksanakan telaah atas hasil analisis
dalam rangka :
Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surst Keputusan/
a terkait Fasilitas Pasal 25 UU P 0,0227 Muda/Ahli Muda
Penolakan
Kepabeanan
Pemberian Fasilitas Kepabeanan Siiviit BepubAaT/
b terkait Fasilitas Pasal 26 UU p 0.0300 Muda/Ahli Muda
Kepabeanan Penolakan
P
Pemberian Fasilitas Kepabeanan Siifat Reputusany
c terkait Fasilitas Tempat Penimbunan P 0.0200 Muda/Ahli Muda
: Penolakan
Berikat
Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surat Keputusan/
d | terkait Fasilitas Migas dan Panas b Wu alk 0.0300 Muda/Ahli Muda
Bumi SrciEsalt
Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surat Keputusan/ ;
¢ terkait Fasilitas BMDTP Penolakan Q1285 Muda/bhli Muda
Pembekuan dan Pencabutan
Fasilitas Kepabeanan terkait Surat Keputusan/ :
f Fasilitas Tempat Penimbunan Penolakan 00300 Muda/Ahli Muda
Berikat
Pembekuan dan Pencabutan Surat Keputusan/
g Fasilitas Kepabeanan terkait 0.0200 Muda/Ahli Muda
Fasilitas KITE Penalalian
Pemberian, Pembekuan dan/
h | Pencabutan Perizinan Kepabeanan ZW%M_\NWMMH 0.0300 Muda/Ahli Muda
dan Cukai berupa NIPER ]
i | Penerbitan SPPJ SFEJ/ Surat 0.0200 Muda/Ahli Muda

Penolakan
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Kepabeanan di KPU, Kanwil dan
Kantor Pusat

Penolakan

NO SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN 2ATNAN HASIL AN, PELAKSANA TUGAS | KETERANGAN
[t g rpeis gt e (TIAP ) KREDIT ey e
1 3 4 5 6 7 8
i MWWM_.U;N: Fasilitas Pengembalian mcﬂwanMwmﬂ%Mg\ 0.0200 Muda/Ahli Muda
k | Pemberian Sertifikasi AEO Sertifileat/ Surat 0.0200 Muda/Ahli Muda
Penolakan

Pemberian perizinan Kepabeanan ;

1 dan Cukai berupa NIK NIK/ Surat Penolakan 0,0200 Muda/Ahli Muda

m | bemutakhiran  Data  Base  Nilai Laporan 0.0200 Muda/Ahli Muda
Pabean
Pembekuan dan pencabutan Surat Keputusan/ ;

" | Sertifikasi AEOQ Penolakan i Muada/dlll Mada

0 WMMME: laporan, Eertadll. Caleal Laporan 0.0300 Muda/Ahli Muda

p Wwﬂwwmwmb perizinan berupa wawmﬂ% m\w mm.mm.mﬂ 0.0200 Muda /Ahli Muda
pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ ;

4 berupa Pembayaran Berkala Penolakan e Muthy A5l Mg
pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ ;

" | Pembebasan Cukai Penolakan 0.9300 Muda/Ahl Muda

gy |Fepusmahen Eita UnkaQBamog |, ook Sedts feara 0,0200 Muda/Ahli Muda
Kena Cukai

t | Penetapan Tarif Cukai Surat Keputusan/ 0,0213 Muda/Ahli Muda

Penolakan

u pengembalian Cukai/Pita Cukai Laporan/ Berita Acara 0,0200 Muda/Ahli Muda
pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ ;

¥ berupa Penundaan Pembayaran Penolakan Q.aa0e Muda/Ahli Muda
pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ -

* | Tidak Dipungut Cukai Penolakan 98,0200 Mada/auli Mada
penelitian  Laporan  penerimaan ;

y Pajak Rokok Laporan 0.0300 Muda/Ahli Muda

Z Penelitian Dokumen Cukai Laporan 0,0200 Muda/Ahli Muda

Melaksanakan penyusunan rekomendasi

dalam rangka :

a Pemberian Fasilitas Kepabeanan
terkait Fasilitas Pasal 25 UU Surat Keputusan/ .
Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Penolakan 09248 Madga,/nltf Madya
Kantor Pusat

b Pemberian Fasilitas Kepabeanan Supat Kenutusan/
terkait Fasilitas Pasal 25 UU _um:o.“u akan 0,0200 Muda/Ahli Muda
Kepabeanan di KPPBC

] Pemberian Fasilitas Kepabeanan
terkait Fasilitas Pasal 26 UU Surat Keputusan/ 0.0300 Madya/Ahli Madya




.

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN mbﬁﬂ%ﬂmﬁ»m? e PELAKSANA TUGAS | KETERANGAN
1 2 3 = 1 4 S i e T i 6 7 '8 o
d Pemberian Fasilitas Kepabeanan Y,
terkait Fasilitas Pasal 26 UU A it ialan 0,0200 Muda /Ahli Muda
Kepabeanan di KPPBC
e Pemberian Fasilitas Kepabeanan
terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Surat Keputusan/ x
Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Penolakan 0:0800 Madya /8l Madye
Pusat
f Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surst Repiitisasg
terkait Fasilitas Tempat Penimbunan vnuowumeb 0,0150 Muda/Ahli Muda
Berikat di KPPBC
g Pemberian Fasilitas Kepabeanan
terkait Fasilitas Migas dan Panas Surat Keputusan/ .
Bumi di KPU, Kanwil dan Kantor Penolakan 00300 Madya Al Madya
Pusat
h | Pemberian Fasilitas Kepabeanan Siirst Keputiisar;/
terkait Fasilitas BMDTP di KPU, Hig: e 0,0300 Madya/Ahli Madya
; Penolakan
Kanwil dan Kantor Pusat
i Pembekuan dan Pencabutan
Fasilitas Kepabeanan terkait
Fasilitas Tempat  Penimbunan mcwﬂﬂmwmmw%m%mb\ 0,0300 Madya/Ahli Madya
Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor
Pusat
j Pembekuan dan Pencabutan
Fasilitas Kepabeanan terkait Surat Keputusan/ .
Fasilitas Tempat Penimbunan Penolakan 0.0150 Muda,/ihill Muda
Berikat di KPPBC
k Pembekuan dan Pencabutan
Fasilitas Kepabeanan terkait Surat Keputusan/ ;
Fasilitas KITE di KPU, Kanwil dan Penolakan 00825 Madya/anll Madya
Kantor Pusat
1 Pemberian, Pembekuan dan/
Pencabutan Perizinan Kepabeanan NIPER/ Surat ;
dan Cukai berupa NIPER di KPU, Penolakan 60800 Madye/AH Madya
Kanwil dan Kantor Pusat
: SPPJ/ Surat .
m | Penerbitan SPPJ Pepalaios 0,0225 Madya/Ahli Madya
n | Penerbitan STTJ di KPPBC STDJ) Surat 0,0050 Muda/Ahli Muda
Penolakan
Penerbitan Fasilitas Pengembalian Surat Keputusan/ T
o KITE Peiislaloam 0,0281 Madya/Ahli Madya
p ﬂmﬁ_ms Leperan Perlodik Cukat Laporan 0.0263 Madya/Ahli Madya
penerbitan perizinan berupa NPPBKC/ Surat s
9 | NPPBKC di KPPBC Perolakan ooe Muda/ARlL Muda
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SATUAN HASIL

ANGEKA

Pertama

MZO = UNSUR )i - Imcm UNSUR mcﬂmw ﬁmﬁgabﬂlecmbm hbubﬂb.__.a % (TIAP ) KREDIT WHEMWZLMP Mmﬁﬁﬁ#m MMMHMEZ@»Z
1 2 3 4 5 6 7 8
pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan)
r Pembebasan Cukai di Kanwil dan w_ 0,0300 Madya/Ahli Madya
Pusst Penolakan
] meg%muﬂﬂwb Pty ‘Culas/Barsig Laporan/ Berita Acara 0,0300 Madya/Ahli Madya
. . Surat Keputusan/ ;
t Penetapan Tarif Cukai Pl 0,0279 Madya/Ahli Madya
u | pengembalian Cukai/Pita Cukai Laporan/ Berita Acara 0,0225 Madya/Ahli Madya
pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan,/
v berupa Penundaan Pembayaran di P 0,0200 Muda/Ahli Muda
KPPRC Penolakan
pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ ;
Y | Tidak Dipungut di KPPBC Penolakan 0.0175 .
x | Pemberian Sertifikasi AEO Setiflsat/ Surat 0,0225 Madya/Ahli Madya
Penolakan
y mewﬂwmh v%mwwﬁw Kepabeanan | i / surat Penolakan 0.0225 Madya/Ahli Madya
a (OISO DR Rote Nl Laporan 0,0225 Madya/Ahli Madya
Pembekuan dan pencabutan Surat Keputusan/ g
4% | sertifikasi AEO Penolakan Q,8225 Madgapnii Madga
penelitian  Laporan  Penerimaan .
bb Paiak Rokok Laporan 0,0356 Madya/Ahli Madya
Melaksanakan monitoring dan evaluasi
terkait :
a 1mm;;m~.m Pasal 25 UU Kepabeanan Laporan Monev 0.1325 Muda/Ahli Muda
sebagai Ketua
b | Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan Pertama/Ahli
sebagai Anggota [ Laporan Monev 0,0663 ————
" m.mm:;m_.m Fasdl 26 DU Repabearan Laporan Monev 0,1963 Muda/Ahli Muda
sebagai Ketua
d Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan Pertama/Ahli
sebagai Anggota I Laporan. Money 01258 Pertama
e Fasilitas Tempat  Penimbunan .
Berikat sebagai Ketua Laporan Monev 0,1479 Muda/Ahli Muda
f Fasilitas Tempat Penimbunan . Pertama /Ahli
Berikat sebagai Anggota | Laporan Monew 0.0689 Pertama
g m,mmz;m_.m Migas tar Fends Bumi Laporan Monev 0,2400 Muda/Ahli Muda
sebagai Ketua
h m,mm::m.m Migas dan Panas Bumi Laporan Monev 0.1200 Pertama/Ahli
sebagai Anggota | Pertama
i Fasilitas BMDTP sebagai Ketua Laporan Monev 0,2400 Muda/Ahli Muda
)| Fasilitas BMDTP sebagai Anggota I Laporan Monev 0.1200 Fettamnat/ah
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN mbewbz%mwpwmr e PELAKSANA TUGAS | KETERANGAN
1 2 e ; e 5 6 ; 7 8
k Fasilitas KITE sebagai Ketua Laporan Monev 0,2291 Muda/Ahli Muda
1 Fasilitas KITE sebagai Anggota I Laporan Monev 0,1273 et sl
Pertama
m | Sertifikasi AEO sebagai anggota I Laporan Monev 0,2100 Bertama /s
Pertama
Pemberian Perizinan Kepabeanan Pertama/Ahli
™| terkait NIK sebagai anggota I Laporan Money 0.8528 Pertama
0 Sertifikasi AEO sebagai ketua Laporan Monev 0,2275 Muda/Ahli Muda
Pemberian Perizinan Kepabeanan :
P | terkait NIK seba a1 kebiia Laporan Monev 0.1117 Muda/Ahli Muda
Penetapan Hubungan Keterkaitan Pertama /Ahli
4 sebagai Anggota | Laparan Matiey 9.0900 Pertama
Penetapan Hubungan Keterkaitan :
r sebagai Ketua Laporan Monev 0,1800 Muda/Ahli Muda
Laporan Periodik Cukai (LACK) Pertama/Ahli
S sebagai Anggota I Laporan Moriev 0:0290 Pertama
t hmvonﬁ Perledlle Culal  (LACK) Laporan Monev 0,0538 Muda/Ahli Muda
sebagai Ketua
Pemberian perizinan berupa Pertama/Ahli
u NPPBKC sebagai Anggota | Laperan Moy 28900 Pertama
Pemberian perizinan Kepabeanan ,
v berupa NPPBKC sebagai Ketua Laporan Monev 0,1800 Muda/Ahli Muda
pemberian fasilitas Cukai berupa Pertama/Ahli
W | Pembebasan Cukai sebagai Anggota I Laporan Muney 9.0998 Pertama
pemberian fasilitas Cukai berupa 5 :
be Pembebasan Cukai sebagai Ketua Laporan Monev 0,0588 Muda/Ahli Muda
Pemusnahan Pita Cukai/Barang Pertama/Ahli
y Kena Cukai sebagai Anggota I epeat Motes 28900 Pertama
Pemusnahan Pita Cukai/Barang ;
z Kena Cukai sebagal Ketua Laporan Monev 0,1800 Muda/Ahli Muda
Penetapan Tarif Cukai sebagai Pertama/Ahli
aa Anggota | Laporan Monev 0,0658 Partars
bb | Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua Laporan Monev 0.1750 Muda/Ahli Muda
pengembalian  Cukai/Pita Cukai ; Pertama/Ahli
CC | ceba sai Anggota | Laporan Monev 0,0900 S
dq | Pengembalian  Cukai/Pita  Cukai Laporan Monev 0.1800 Muda/Ahli Muda
sebagai Ketua
pemberian Kemudahan Cukai Pertama /Ahli
ee | berupa Penundaan Pembayaran Laporan Monev 0,0900
: o Pertama
sebagai Anggota I
pemberian Kemudahan Cukai
fI | berupa Penundaan Pembayaran Laporan Monev 0.1800 Muda/Ahli Muda

sebagai Ketua
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN SAT‘(JﬁNAPH)ASIL s PELAKSANA TUGAS | KETERANGAN
1 2 3 o a4 . 5 e : 7 irs 8 i
pemberian fasilitas Cukai berupa . Pertama/Ahli
€8 | Tidak Dipungut sebagai Anggota [ Laporad Monce {:0500 Pertama
pemberian fasilitas Cukai berupa .
hh Tidak Dipungut sebagai Ketua Laporan Monev 0,1800 Muda/Ahli Muda
10. | Melaksanakan Validasi terkait Sertifikasi
AEOQ sebagai :
a Ketua Laporan Validasi 0.4067 Muda/Ahli Muda
b | Anggota I Laporan Validasi 0.1718 Rerlma/anl
ertama
11. | Melaksanakan pembahasan dalam rangka
perjanjian kerja sama perdagangan dan
kepabeanan cukai internasional sebagai :
a Ketua Laporan 0.8400 Utama/Ahli Utama
b Anggota Laporan 0,6300 Madya/Ahli Madya

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

i ]

Y o

650315 198601 2 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI
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BUTIR KEGIATAN PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-24/BC/2017 .
TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN

DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA

SATUAN
NO | UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL LR EELIESANA
(TIAP ) TUGAS
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDIDIKAN Pendidikan sekolah dan Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

memperoleh. fazahy/gelar 1. | Doktor (S3) ljazah 200 Semua jenjang
2. | Magister (S2) ljazah 150 Semua Jenjang
3. | Sarjana (S1)/Diploma IV Ijazah 100 Semua Jenjang
4 | Diploma III ljazah 60 Semua Jenjang
5 | Diploma I ljazah 25 Semua jenjang

Pendidikan dan pelatihan Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional

fungsional/teknis Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan

Fungsional Pemeriksa Bea dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

dan Cukai serta 1. | lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat 15 Semua Jenjang

memperoleh Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan 2. | lamanya antara 641-960 jam Sertifikat 9 Semua Jenjang

mammwm: (STTPP) atau 3. | lamanya antara 481-640 jam Sertifikat 6 Sermnua Jenjang

ertifikat

4. | lamanya antara 161-480 jam Sertifikat 3 Semua Jenjang
5. | lamanya antara 81-160 jam Sertifikat 2 Semua Jenjang
6. | lamanya antara 31-80 jam Sertifikat 1 Semua Jenjang
7. | lamanya kurang dari 30 jam Sertifikat 0,5 Semua Jenjang
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SATUAN
UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL AN FELABEANA
(TIAP ) KREDIT TUGAS
2 3 4 5 6 7
C | Pendidikan dan Pelatihan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan
Pra Jabatan
1. | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III Sertifikat 2 Semua Jenjang
2. | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II Sertifikat 2 Semua Jenjang
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-
Salinan sesuai dengan aslinya HERU PAMBUDI

Sekretaris Direktorat Jenderal

Ny 4
19650315 198601 2 001

R
==em —=
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LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CU

NOMOR PER-24/BC /2017 )

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN BESERTA ANGKA KREDITNYA

SATUAN
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN FIASTE il 2L EE AR OANA KETERANGAN
(TIAP ) KREDIT TUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PENGEMBANGAN Pembuatan karya | 1. | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
PROFESI tulis /karya ilmiah pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai
di bidang yang dipublikasikan:
Wmvm._wwmzmd dan " Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan BTl 19.5 Sernua
cukai " | secara nasional ’ jenjang
b. Dalam Umﬁﬁcw majalah ilmiah yang diakui oleh sk 6 .m.ﬂ.:ﬁm
Kementerian Keuangan jenjang
2. | Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kepabeanan dan
Cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:
a. | Dalam bentuk buku Buku 8 ”mﬂmdcm
jenjang
b. | Dalam bentuk makalah Makalah 4 m SRR
jenjang
3. | Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kepabeanan
dan Cukai yang dipublikasikan:
a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan Bk 8 Semua
" | secara nasional jenjang
b, Dalam Um_.icw majalah ilmiah yang diakui oleh Naskah 4 Mmﬂcm
Kementerian Keuangan jenjang




SATUAN

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN T KETERANGAN
KREDIT TUGAS
(TIAP )
1 2 3 4 5 6 7 8
Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang
tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:
a. | Dalam bentuk buku Buku 7 m emua
jenjang
b. | Dalam bentuk makalah Makalah 3.5 i
jenjang
Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan Naskah 2 Semua
cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang jenjang
merupakan satu kesatuan
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau Naskah 2.5 Semua
ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus jenjang
memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan
akhir)
Penerjemahan/pe Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan
nyaduran buku, lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan
karya ilmiah,
peraturan dan
bahan lainnya di " Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan Buku 7 Semua
bidang " | secara nasional jenjang
kepabeanan dan Semua
Lai b. | Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional Naskah 3.5 f
CuKal jenjang
Menerjemahkan/menyadur buku , karya ilmiah, dan bahan
lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak
dipublikasikan :
a. | Dalam bentuk buku Buku 3.5 .mm:.dcm
jenjang
b. | Dalam bentuk makalah Makalah 1,5 Seaua

jenjang




NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN

SATUAN
HASIL
(TIAP)

ANGEKA
KREDIT

PELAKSANA
TUGAS

KETERANGAN

4

5

7

8

Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan
dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai

Peraturan

3.5

Semua
jenjang

Penerjemahan/ penyaduran
peraturan di bidang
kepabeanan dan  cukai
dalam bentuk tim
mendapatkan angka kredit
dengan ketentuan:

a. ketua tim memperoleh
angka  kredit dengan
bobot 60%

b. masing-masing anggota
tim memperoleh angka
kredit dengan bobot 40%
dengan jumlah maksimal
anggota 3 (tiga) orang.

Penyusunan
ketentuan
pelaksanaan/
ketentuan teknis
di bidang
Kepabeanan dan
Cukai

Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan
dan cukai

Juklak

Semua
jenjang

Penyusunan ketentuan
pelaksanaan di  bidang
kepabeanan dan cukai
dalam bentuk tim
mendapatkan angka kredit
dengan ketentuan:

a. ketua tim memperoleh
angka kredit dengan
bobot 60%

b. masing-masing anggota
tim memperoleh angka
kredit dengan bhobot 40%
dengan jumlah maksimal
anggota 3 (tiga) orang




SATUAN
ANGEKA PELAK A
UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN HASIL el KETERANGAN
(TIAP ) KREDIT TUGAS
2 3 4 5 6 7 8

2. | Menyusun Ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai Juknis 3 Semua Penyusunan ketentuan
jenjang teknis di bidang
kepabeanan dan cukai
dalam bentuk tim

mendapatkan angka kredit

dengan ketentuan:

a. ketua tim memperoleh
angka kredit dengan
bobot 60%

b. masing-masing anggota
tim memperoleh angka
kredit dengan bobot 40%
dengan jumlah maksimal
anggota 3 (tiga) orang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal HERU PAMBUDI
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LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEQ, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

BUTIR KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN BESERTA ANGKA KREDITNYA

SATUAN HASIL ANGKA PELAKSANA
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN (TIAP ) KREDIT TUGAS
1 2 3 4 5 6 i
1 PENUNJANG Pengajar/pelatih di bidang Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Kepabeanan dan Setiap 2 jam 0.4 Semua jenjang
TUGAS Kepabeanan dan Cukai Cukai
PEMERIKSA
BEA DAN
CUEKAI
Peran serta dalam 1. | Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
seminar/lokakarya di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagai:
Kepabeanan dan Cukai a | Pemrasaran /penyaji/narasumber Kali 8 Semua jenjang
b | Pembahas /moderator Kali 2 Semua jenjang
c | Peserta Kali 1 Semua jenjang
2. | Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:
a | Ketua Laporan 1,5 Semua jenjang
b | Anggota Laporan 1 Semnua jenjang
Keanggotaan dalam Organisasi | Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Profesi Jabatan Fungsional Bea dan Cukai :
Pame:ticss Beaudan: Cukal 1. | sebagai Pengurus aktif Tahun 1 Semua jenjang
2. | sebagai Anggota aktif Tahun 0.75 Semua jenjang
Keanggotaan dalam Tim Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional SK 0.5 Semua jenjang
Penilai Kinerja Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai
Fungsional Pemeriksa Bea dan
Cukai




-9 -

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN SAT:,’?&T?T : ﬁgﬁ‘f}r I i
1 2 3 & 5 6 7
E | Perolehan penghargaan/tanda | Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya
L 1. | 30 (tiga puluh) tahun Piagam 3 Semua jenjang
2. | 20 (dua puluh) tahun Piagam 2 Semua jenjang
3. | 10 (sepuluh) tahun Piagam 1 Semua jenjang
F | Perolehan gelar kesarjanaan Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang
lainnya tugasnya
1. | Diploma I [jazah 5 Semua Jenjang
2. | Diploma III ljazah 8 Semua Jenjang
3. | Sarjana (S1)/Diploma IV Ijazah/gelar 5 Semua Jenjang
4. | Magister (S2) Ijazah /gelar 10 Semua Jenjang
5. | Doktor (S3) Ijazah /gelar 15 Semua Jenjang

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
&@?glan umum

2 !

e
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LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-24/BC /2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

KRITERIA BUKTI PENDUKUNG PENGEMBANGAN PROFESI

NO SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KRITERIA
1 2 3 4
A. Pembuatan Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:
karya tulis

dan/atau karya
ilmiah di bidang
kepabeanan dan
cukai

1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional.

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;
Buku vang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan
c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.

o

2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian Keuangan.

a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;

b. Dimuat dalam majalah atau media online yang memiliki ISSN atau yang dikelola
oleh Kementerian Keuangan; dan

c. Melampirkan majalah dan artikel.

Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam Majalah Warta Bea
dan Cukai

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,

pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:

1) dalam bentuk buku

a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;

b. Buku asli atau fotokopi yang yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan
dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

c. Surat Keterangan dari Atasan langsung.

2) dalam bentuk makalah

a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi:

b. Makalah yang yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari
Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

c. Surat Keterangan dari Atasan langsung.




NO SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KRITERIA
1 2 3 4
Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang
dipublikasikan:
1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;
diedarkan secara nasional b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik: dan
c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.
2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;
Kementerian Keuangan b. Dimuat dalam majalah atau media online yang memiliki ISSN atau yang dikelola
oleh Kementerian Keuangan; dan
¢. Melampirkan majalah dan artikel.

Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam Majalah Warta
Bea dan Cukai

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:

1) dalam bentuk buku

a.
b.

Cs

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;

Buku asli atau fotokopi yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari
Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

Surat keterangan dari Atasan Langsung

Contoh: modul ajar diklat kepabeanan dan cukai, modul ajar diklat PPJK.

2) dalam makalah a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengermnbangan Profesi
b. Makalah yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
c. Surat keterangan dari Atasan Langsung
Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam majalah yang
tidak memiliki ISSN.
Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;
dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa | b. Dimuat dalam majalah atau media online yang memiliki ISSN;
yang merupakan satu kesatuan ¢. Melampirkan majalah dan artikel; dan
d. Surat Keterangan Atasan Langsung
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan. a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;
atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional b. Melampirkan print out paparan; dan
(tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada c. Surat keterangan dari Atasan Langsung.

kesimpulan akhir)




NO

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

KRITERIA

2

3

4

B. Penerjemahan/

penyaduran
buku dan atau
karya ilmiah di
bidang
kepabeanan dan
cukai

Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;

1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan a.
diedarkan secara nasional b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan
c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.
2) dalam majalah ilmiah tingkat nasional a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;
b. Dimuat dalam majalah atau media online yang memiliki ISSN; dan

Melampirkan majalah dan artikel.
Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam Majalah Warta Bea
dan Cukai

Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:

1) dalam bentuk buku

3

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;

Buku asli atau fotokopi; dan

Surat keterangan dari Atasan Langsung.

Contoh: modul ajar diklat kepabeanan dan cukai terjemahan dari WCO. modul
ajar diklat PPJK yang diterjemahkan dalam bahasa inggris. buku
terjemahan Harmonized System dalam bahasa Indonesia

2) dalam bentuk makalah

=z

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;

Makalah; dan

Surat keterangan dari Atasan Langsung,

Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai yang diterjemahkan dari
bahasa inggris ke bahasa indonesia yang dimuat dalam majalah yang
tidak memiliki ISSN.

Menerjemahkan/ menyadur peraturan di bidang
kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

g

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;

Peraturan yang telah diterjemahkan/ disadur ke dalam bahasa lainnya; dan
Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanan
internasional.

C. Penyusunan

Ketentuan
Pelaksanaan/
ketentuan teknis
di bidang
kepabeanan dan
cukai

Menyusun  ketentuan pelaksanaan di bidang

kepabeanan dan cukai

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;

Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah,

Undang-Undang atau yang setingkat;

Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkait dengan peraturan

tersebut; dan

Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yang bersangkutan terlibat aktif

dalam penyusunan ketentuan pelaksanaan tersebut.

Contoh: PBC terlibat dalam penyusunan PMK tentang Audit Kepabeanan dan
Audit Cukai




NO

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

KRITERIA

2

3

4

Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan

cukai

o

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;

Peraturan Direktur Jenderal atau yang setingkat;

Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkait dengan peraturan
tersebut; dan

Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yang bersangkutan terlibat aktif
dalam penyusunan ketentuan teknis tersebut.

Contoh: PBC terlibat dalam penyusunan Perdirjen tentang Tata Laksana Audit
Kepabeanan dan Audit Cukai

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

)
N/ .
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LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

KRITERIA BUKTI PENDUKUNG UNSUR PENUNJANG

NO UNSUR SUBUNSUR BUTIRKEGIATAN KRITERIA
1 2 3 4 5
L | Pendukung A. Pengajar/pelatih di Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan | 1. Terdapat surat keterangan telah mengajar atau melatih pegawai di bidang
kegiatan bidang kepabeanan pegawai di bidang kepabeanan dan cukai kepabeanan dan cukai dari Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK, Kementerin
MMM..%MWMW Bea dan cukai Keuangan, dan instansi pendidikan yang ditunjuk; dan
1

2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

B. Peran serta dalam
seminar/ lokakarya di
bidang kepabeanan
dan cukai

Mengikuti seminar/lokakarya di bidang kepabeanan dan cukai sebagai:

1.

Pemrasaran/ penyaji/ narasumber

1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar/ lokakarya
sebagai pemrasaran/penyaji/narasumber; dan
2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

2. | Moderator/pembahas 1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar/ lokakarya
sebagai moderator/ pembahas; dan
2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
3. | Peserta 1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti Seminar/ lokakarya

sebagai peserta; dan
2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.

C. Keanggotaan dalam
organisasi profesi
Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan
Cukai

Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional pemeriksa Bea dan Cukai sebagai:

1. | Pengurus Aktif 1. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC
sebagai pengurus aktif; dan
2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
2. | Anggota Aktif 1. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC

sebagai anggota aktif;.dan
2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.




NO

UNSUR SUBUNSUR

BUTIRKEGIATAN

KRITERIA

2 3

4

5

D. Keanggotaan dalam
Tim Penilai Jabatan

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Terdapat Keputusan Direktur Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/
Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

. Diploma III

2
3. Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)
4
5

. Diploma I

Fungsional tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit; dan
Pemeriksa Bea dan 2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
Cukai
E. Perolehan piagam Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:
kehormatan/ tanda 1. 30 (tiga puluh tahun) 1. Terdapat Sertifikat atau Tanda Bukti penghargaan/tanda jasa Satya
Jjasa Lancana Karya Satya 30 tahun; dan
2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
2. 20 (dua puluh tahun) 1. Terdapat Sertifikat atau Tanda Bukti penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya 20 tahun; dan
2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
3. 10 (sepuluh tahun) 3. Terdapat Sertifikat atau Tanda Bukti penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya 10 tahun; dan
1. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.
F. Perolehan gelar Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidall 1. Telah mendapat penugasan atau ijin sesuai dengan ketentuan yang
kesarjanaan lainnya | sesuai dengan bidang tugas berupa gelar: mengatur tentang pendidikan;
1. Doktor 2. Gelar/ ijazah hasil pendidikan formal sesuai penugasan atau izin
- Pasca Sarjana sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. Telah dilegalisir oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

,Salman sesuai dengan aslinya

arls Dlrektorat Jenderal
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LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUEKAI

NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG. TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUEKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

JENIS DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

LAPORAN KEGIATAN ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

Periode ..... s.d..... (1)

Nomor ...... (2)
Nama PBC 3 mesenes ewe s s esR (3)
NIP O (4)
Jabatan Y e R (5)
DOKUMEN AMA AHAAN TANGGAL
NG BECIATAN JENIS DOKUMEN NO TANGGAL N PERUS PELAKSANAAN
(6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung/ Pejabat yang berwenang
(12)




Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

<8 s
PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN KEGIATAN ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

: Diisi dengan tanggal periode pelaporan

: Diisi dengan Nomor pejabat yang menandatangani dan mengesahkan Laporan ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tata Naskah

Dinas.

: Diisi dengan nama PBC yang melaksanakan kegiatan
: Diisi dengan NIP PBC yang melaksanakan kegiatan
: Diisi dengan jabatan PBC yang melaksanakan kegiatan

: Diisi dengan nomor urut

: Diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan (analisis penerimaan,/ pemberian perizinan/ evaluasi perizinan/ sertifikasi AEO/

pemutakhiran database nilai pabean/ pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai) sesuai dengan butir kegiatan yang ada

: Diisi dengan jenis dokumen sumber pelaksanaan tugas

: Diisi dengan nomor dokumen sumber pelaksanaan tugas

: Diisi dengan tanggal dokumen sumber pelaksanaan tugas

: Diisi dengan nama perusahaan yang merupakan objek kegiatan (kecuali kegiatan analisis penerimaan dan perundingan)
: Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan

: Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang menandatangani laporan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017

NOMOR

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEQ,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT PENYAMPAIAN HASIL UJI KOMPETENSI

__KOP SURAT __

Nomor ! i (1) Tanggal , bulan, tahun
Sifat : segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal
Di Jakarta

Sehubungan dengan pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Nomor ... tentang Bukti

Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan Dan Pelatihan, Uji Kompetensi, Serta Waktu Penilaian Dan
Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Sub Unsur Analisis
Penerimaan, Pemberian Dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEQ, Pemutakhiran Database Nilai

Pabean Dan Fasilitas Kepabeanan Dan Cukai, dengan ini kami sampaikan bahwa :

No Nama NIP Fange / Jenjang Jabatan TMT
Golongan
(2) (3) (4) (5) (6) (7)

direkomendasikan untuk dapat naik jabatan satu tingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Bea dan
Cukai (8)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerja
sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

(9)




Angka (1) :
Angka (2) :
Angka (3) :
Angka (4) :
Angka (5) :
Angka (6) :
Angka (7) :

Angka (8) :

Angka (9)

59 =
PETUNJUK PENGISIAN

PENYAMPAIAN HASIL UJI KOMPETENSI

Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan

Diiisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan
Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan

Diisi dengan dengan jenjang jabatan PBC yang dituju

: Diisi dengan nama dan NIP atasan langsung

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
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LAMPIRAN IX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEOQ,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
NOMOR: ................. (A)ssssvonvismanis

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama (2
NIP )
Pangkat /Golongan D@
Jenjang Jabatan (3
TMT Jenjang Jabatan . (6)

telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dalam rangka naik jenjang
jabatan dari sebelumnya (7) menjadi (8) , dan yang bersangkutan
dinyatakan Lulus / Tidak Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk
kenaikan jenjang jabatan.

(9) .

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

(10)




Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

-
PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI

: Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas

: Diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan

: Diiisi dengan NIP PBC PBC yang bersangkutan

: Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan
: Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
: Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan

: Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan
: Diisi dengan nama jenjang jabatan yang akan diduduki

: Diisi dengan tempat dan tanggal surat

Angka (10)  : Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.



dell
Draft


LAMPIRAN X

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEOQO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

PERHITUNGAN JUMLAH SATUAN HASIL ATAS BUTIR KEGIATAN

A. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pendidikan Formal dan Diklat Kepabeanan dan

Cukai
: Satuan Hasil Jumlah Satuan
No Butir Kegiatan Pendidikan .
(Tiap) Hasil

1 Pendidikan Formal dan memperoleh | ljazah Sesuai jumlah Ijazah
jjazah/gelar

2 Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang | Sertifikat Sesuai jumlah
kepabeanan dan cukai sertifikat

B. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Analisis Penerimaan, Pemberian Dan Evaluasi
Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean Dan Fasilitas Kepabeanan Dan

Cukai
No Butir Kegiatan Satuan Hasil (Tiap) Jumlah Satuan Hasil
JFPBC PEMULA
1 Melaksanakan penyiapan bahan
analisis dalam rangka :
a. Penelitian laporan periodik atas Sesuai jumlah
i L Laporan
pelaksanaan fasilitas kepabeanan laporan
b. Pemutakhiran Data Base Nilai o Sesuai jumlah
Pabean di tingkat wilayah b laporan
2 Melaksanakan perekaman data Cukai 10 Dokumen/Laporan welap lig(izlflumen/

JFPBC TERAMPIL

1

terkait Fasilitas BMDTP

Melaksanakan penyiapan bahan
analisis dalam rangka :
a. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 25 UU Surdt Keputusan/ keputusan/
Penolakan
Kepabeanan penolakan
b. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 26 UU Surat Keputusan/ keputusan/
Penolakan _
Kepabeanan penolakan
c. Pemb’enan. ' Fasilitas Kep_abeanan Surat Keputusan/ Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Tempat Penimbunan keputusan/
; Penolakan
Berikat penolakan
d. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Migas dan Panas Surat Ecpuinsan,/ keputusan/
. Penolakan
Bumi penolakan
) - : Sesuai jumlah surat
e. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surat Keputusan/ e

Penolakan

penolakan




No Butir Kegiatan Satuan Hasil (Tiap) Jumlah Satuan Hasil
f.  Pembekuan dan Pencabutan Sesuai jumlah surat
Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas SuraI;t KCFLII{t L keputusan/

Tempat Penimbunan Berikat cHplsan penolakan
g. Pembekuan dan Pencabutan Sesuai jumlah surat
Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas SuraL Replitusan/ keputusan/
Penolakan
KITE penolakan
h. Pemberian, Pembekuan dan/ Sesuai jumlah surat
Pencabutan Perizinan Kepabeanan | NIPER/ Surat Penolakan keputusan/
dan Cukai berupa NIPER penolakan
Sesuai jumlah surat
i. Penerbitan SPPJ SPPJ/ Surat Penolakan keputusan/
penolakan
j. Penerbitan Fasilitas Pengembalian Surat Keputusan/ Sesu}fu jumiah. surat
. eputusan/
KITE Penolakan
penolakan
ot o Sesuai jumlah surat
k. Pemberian Sertifikasi AEOQ seriflaty St keputusan/
Penolakan
penolakan
l. Pemberian perizinan Kepabeanan NIK,/ Surat Penolakan Sesuai jumlah NIK/
berupa NIK penolakan
m. Pemutakhiran Data Base Nilai S Sesuai jumlah
Pabean di tingkat Nasional P laporan
n. Pembekuan dan pencabutan Surat Keputusan/ Sesx;{a; Jg{zls;f;jurat
Sertifikasi AEO Penolakan P
penolakan
0. Penelitian Laporan Periodik Cukai Laporan Sesuai jumlah
(LACK) P laporan
Sesuai jumlah
p. Pemberian perizinan berupa NPPBKC NEPBEC, Bl NPPBC/ surat
Penolakan
penolakan
q. pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ SeSLifl Jumiah surat
y eputusan/
berupa Pembayaran Berkala Penolakan
penolakan
r. pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ SeSL;{al Ju;nlah murat
Pembebasan Cukai Penolakan epntusany
penolakan
s. Pemusnahan Pita Cukai/Barang . Sesuai jumlah
Kena Cukai Laporan/ Berita Acara laporan/ BA
Surat Keputusan/ Sesuai jumlah surat
t. Penetapan Tarif Cukai Bepalaloan keputus,an/
penolakan
: s . . Sesuai jumlah
u. Pengembalian Cukai/Pita Cukai Laporan/ Berita Acara laporan/ BA
v. Pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ Sesj‘i{ael Jt::ﬁgijurat
berupa Penundaan Pembayaran Penolakan pr:)nol alea
i jumlah
w. Pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ Sesukalju‘l;*n 7urat
idak Dipungut Penolakan Epiisan
T p penolakan
. : Sesuai jumlah
X. Penerimaan Laporan Pajak Rokok Laporan laporan
Sesuai jumlah
y. Analisis Dokumen Cukai Laporan 11; . oJran
Sesuali jumlah STTI
z. Penerbitan STTJ STTJ/ Surat Penolakan pé]nolakan 4
2 Melaksanakan validasi terkait Laporat Sesuai jumlah
Sertifikasi AEO sebagai anggota II laporan




No

Butir Kegiatan

Satuan Hasil (Tiap)

Jumlah Satuan Hasil

JFPBC MAHIR

1

Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Tidak Dipungut sebagai Anggota II

Laporan Monev

atas :
a. pelaksanaan Fasilitas Pasal 25 UU Sesuai jumlah
Kepabeanan sebagai Anggota 11 Laporan Motiey laporanJ Monev
b. pelaksanaan Fasilitas Pasal 26 UU Sesuai jumlah
Kepabeanan sebagai Anggota II Laporan Monev laporan Monev
c. pelaksanaan Fasilitas Tempat Sesuai jumlah
Penimbunan Berikat sebagai Anggota Laporan Monev laporan Monev
11
d. pelaksanaan Fasilitas Migas dan Sesuai jumlah
Panas Bumi sebagai Anggotg 11 Laporan Monev laporanJ Monev
e. pelaksanaan Fasilitas BMDTP La M Sesuai jumlah
sebagai Anggota II poran vonev laporan Monev
f. pelaksanaan Fasilitas KITE sebagai Sesuai jumlah
Anggota II Lagiaran Nqusy lapora.nJ Monev
i 2 ; Sesuai jumlah
g. sertifikasi AEO sebagai anggota 11 Laporan Monev faperan Money
h. Pemberian Perizinan Kepabeanan Laporan Monev Sesuai jumlah
terkait NIK sebagai anggota II p laporan Monev
i. Penetapan Hubungan Keterkaitan Laporan Monev Sesuai jumlah
sebagai Anggota II laporan Monev
j- Laporan Periodik Cukai (LACK) Laporan Monev Sesuai jumlah
sebagai Anggota II laporan Monev
k. Pemberian perizinan berupa NPPBKC Laporan Monev Sesuai jumlah
sebagai Anggota Il laporan Monev
l. pemberian fasilitas Cukai berupa Sesuai jumlah
Pembebasan Cukai sebagai Anggota Laporan Monev laporan Monev
11
m. Pemusnahan Pita Cukai/Barang . M Sesuai jumlah
Kena Cukai sebagai Anggota II poran Monev laporan Monev
n. Penetapan Tarif Cukai sebagai Laporan Moty Sesuai jumlah
Anggota II laporan Monev
0. pengembalian Cukai/Pita Cukai Laporan Mopes Sesuai jumlah
sebagai Anggota 11 laporan Monev
p. pemberian Kemudahan Cukai Sesuai jumlah
berupa Penundaan Pembayaran Laporan Monev laporan Monev
sebagai Anggota II
q. pemberian fasilitas Cukai berupa Sesuai jumlah

laporan Monev

JFPBC PERTAMA

Melaksanakan analisis dalam rangka :

a. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 25 UU S Repuins st keputusan/
Penolakan
Kepabeanan penolakan
b. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 26 UU et Kepuiusan/ keputusan/
Penolakan
Kepabeanan penolakan
c. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Surat Keputusan/ keputusan/
. Penolakan )
Berikat penolakan
d. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Migas dan Panas Semas Koty keputusan/
. Penolakan -
Bumi penolakan
S ijuml t
e. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surat Keputusan/ esuka; Sﬁﬁsﬁ?um
terkait Fasilitas BMDTP Penolakan Deriolakan
f. Pembekuan dan Pencabutan i Sesuai jumlah surat
Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas e ?ﬁgﬁfﬁfﬁaﬂ/ keputusan/
Tempat Penimbunan Berikat penolakan
g. Pembekuan dan Pencabutan Sesuai jumlah surat

Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas
KITE

Surat Keputusan/

Penolakan

keputusan/
penolakan




No Butir Kegiatan Satuan Hasil (Tiap) Jumlah Satuan Hasil
h. Pemberian, Pembekuan dan/ Sesuai jumlah surat
Pencabutan Perizinan Kepabeanan | NIPER/ Surat Penolakan keputusan/
dan Cukai berupa NIPER penolakan
i. Penerbitan SPPJ SPPJ/ Surat Penolakan Sesuai jumlah SPPJ/

penolakan
j.  Penerbitan STTJ STTJ/ Surat Penolakan Sesuai jumlah STTJ/
penolakan
k. Penerbitan Fasilitas Pengembalian Surat Keputusan/ Seswi{ai Juah, Styar
KITE Penolakan ;51?;; ?i:;_l/
o Sesuai jumlah surat
1. Pemberian Sertifikasi AEO Sertifikat/ Surat keputusan/
Penolakan
penolakan
. - Sesuai jumlah surat
m. Pemberian perizinan Kepabeanan J
dan Cukai berupa NIK NIK/ Surat Penolakan kpegilc;clt:lii/
n. Pemutakhiran Data Base Nilai Farsitst Sesuai jumlah
Pabean P laporan
0. Pembekuan dan pencabutan Surat Keputusan/ Seswial _]u;rnlah Sl
Sertifikasi AEO Penolakan ;é’r;"ol‘:j{i“n/
Sesuai jumlah surat
p- Penetapan Hubungan Keterkaitan ek Kepurisan keputusan/
P
Penolakan Batinlakan
q. Penelitian Laporan Periodik Cukai o Sesuai jumlah
(LACK) P laporan
Sesuai jumlah surat
r. Pemberian perizinan berupa NPPBKC NPPBEC/ Surat keputusan/
Penolakan penolakan
s. pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ Sesukai ju}inlah Shrat
berupa Pembayaran Berkala Penolakan ;g;;i?;/
t. pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ Sesukai ju{nlah i
Pembebasan Cukai Penolakan cputusan/
penolakan
u. Pemusnahan Pita Cukai/Barang . Sesuai jumlah
Kena Cukai Laporan/ Berita Acara Iatsoran
Sesuai jumlah surat
v. Penetapan Tarif Cukai Surat Keputiisany/ keputusan/
Penolakan
penolakan
w. pengembalian Cukai/Pita Cukai Laporan/ Berita Acara Sesg T: g:aiﬂah
X. pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ Ses‘;{aijufl h}h ;’urat
berupa Penundaan Pembayaran Penolakan ;3;:1011:1 i‘;]]
y. pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ Sesual jurnlah surat
. : keputusan/
Tidak Dipungut Penolakan
penolakan
z. Penelitian Laporan Penerimaan Pajak Sesuai jumlah
Laporan
Rokok laporan
aa, Penelitian Dokumen Cukai Laporan Sesual jumlah
laporan
bb. Evaluasi Laporan Periodik atas Sesuai jumlah
15 Laporan
pelaksanaan Fasilitas Kepabeanan laporan
Melaksanakan analisis dan evaluasi an
s & e Sesuai jumlah
2 atas penerimaan negara di bidang Laporan 14t
kepabeanan dan cukai potem
3 Melaksanakan monitoring dan
evaluasi terkait :
a. Fasilitas Pasal 25 UU Kepabeanan Laporan Money Sesuai jumlah
sebagai Anggota [ P ° laporan monev
b. Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan Parman Kiiser Sesuai jumlah
sebagai Anggota I P 0 laporan monev
c. Fasilitas Tempat Penimbunan Sesuai jumlah

Berikat sebagai Anggota I

Laporan Monev

laporan monev




2 1

No Butir Kegiatan Satuan Hasil (Tiap) Jumlah Satuan Hasil
d. Fasilitas Migas dan Panas Bumi Sesuai jumlah
. I; J

sebagai Anggota I Afpran. Nowey laporan monev

e. Fasilitas BMDTP sebagai Anggota I Laporan Monev sesual jumleh

laporan monev

f. Fasilitas KITE sebagai Anggota I Laporan Monev Sesual jumlah

laporan monev

g. Sertifikasi AEO sebagai anggota I Laporan Monev Sesual jumlah

laporan monev

h. Pemberian Perizinan Kepabeanan Sesuai jumlah

terkait NIK sebagai anggota I Laporan Money laporan monev

i. Penetapan Hubungan Keterkaitan Sesuai jumlah

sebagai Anggota I Laporan Meney laporan monev

j- Laporan Periodik Cukai (LACK) Sesuai jumlah

sebagai Anggota I Lapuran Money laporan monev

k. Pemberian perizinan berupa NPPBKC Sesuai jumlah

sebagai Anggota I Laparid Maney laporan moneyv

l. pemberian fasilitas Cukai berupa Sesuai jumlah

Pembebasan Cukai sebagai Anggota I Laporan Monev laporan monev

m. Pemusnahan Pita Cukai/Barang Sesuai jumlah

Kena Cukai sebagai Anggota [ Laporait Money laporan monev

' i . - %

" oy Okl SR | oo Money | seouat ol

0. pengembalian Cukai/Pita Cukai ) Sesuai jumlah

sebagai Angdgota I Laparan Kene laporan monev

p. pemberian  Kemudahan Cukai Sesuai jumlah

berupa Penundaan Pembayaran Laporan Monev laporan monev
sebagai Anggota I

q. pemberian fasilitas Cukai berupa Sesuai jumlah

Tidak Dipungut sebagai Anggota I

Laporan Monev

laporan monev

4 Melaksanakan Validasi terkait
Sertifikasi AEO sebagai :

Sesuai jumlah

Anggota I laporan validasi

Laporan Validasi

JFPBC MUDA

1 Melaksanakan telaah atas hasil
analisis dalam rangka :
a. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surat Repufussn, Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 25 UU p keputusan/
Penolakan
Kepabeanan penolakan
b. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Siirat Kemitusan) Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 26 UU p keputusan/
Penolakan
Kepabeanan penolakan
c. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
: s . Surat Keputusan/
terkait Fasilitas Tempat Penimbunan keputusan/
. Penolakan
Berikat penolakan
d. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
: i . Surat Keputusan/
terkait Fasilitas Migas dan Panas keputusan/
: Penolakan
Bumi penolakan
e. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surat Keputusan/ Sesulfel -]Eﬁlsi‘ihn?urat
terkait Fasilitas BMDTP Penolakan P -
penolakan
f. Pen?l?ekuaH dan P(::ncab_ultan Sueat Reputusan/ Sesuai jumlah surat
Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Pesiolalesin keputusan/
Tempat Penimbunan Berikat penolakan
g. Pembekuan dan Pencabutan Sesuai jumlah surat
i - i Surat Keputusan/
Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas keputusan/
Penolakan
KITE penolakan
h. Pemberian, Pembekuan dan/ Sesuai jumlah surat
Pencabutan Perizinan Kepabeanan | NIPER/ Surat Penolakan keputusan/
dan Cukai berupa NIPER penolakan
i. Penerbitan SPPJ SPPJ/ Surat Penolakan Sesual jumiah SFRT/
penolakan
j- Penerbitan Fasilitas Pengembalian Surat Keputusan/ Sesual jumlah surat
keputusan/

KITE

Penolakan

penolakan




No Butir Kegiatan Satuan Hasil (Tiap) Jumlah Satuan Hasil
; Sesuai jumlah surat
. N—— Sertifikat/ Surat
k. Pemberian Sertifikasi AEQ o keputusan/
penolakan
. 5 o Sesuai jumlah surat
. Pemberian perizinan Kepabeanan
dan Cukai berupa NIK p NIK/ Surat Penolakan k;g;lt;lian /
olakan
m. Pemutakhiran Data Base Nilai T Sesuai jumlah
Pabean P laporan
n. Pembekuan dan pencabutan Surat Keputusan/ Sesulfi ju;nlah Sural
Sertifikasi AEO Penolakan sgfoli ?f;;/
0. Penelitian Laporan Periodik Cukai ) Sesuai jumlah
(LACK) Leapganat laporan
Sesuai jumlah surat
. NPPBEKC/ Surat
p. pemberian perizinan berupa NPPBKC Penolakan keputusan/
penolakan
q. pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ Sesukmjuinlah Surat
berupa Pembayaran Berkala Penolakan Cputusax/
penolakan
r. pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ Sesukal _]uénlah jurat
Pembebasan Cukai Penolakan ;c]e?oli T::;l
s. Pemusnaha.m Pita Cukai/Barang Laporan/ Berita Acara Sesuai jumlah
Kena Cukai laporan
; Sesuai jumlah surat
; : Surat Keputusan/
t. Penetapan Tarif Cukai ——— keputusan/
penolakan
u. pengembalian Cukai/Pita Cukai Laporan/ Berita Acara Sesiu i e
aporan
v. pemberian Kemudahan Cukai Surat Keputusan/ Sesul? i Ju{ﬁlah jurat
berupa Penundaan Pembayaran Penolakan cputusan
penolakan
w. pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ Sesukagjuinlah jurat
Tidak Dipungut Cukai Penolakan o é)r?()l‘; izr:_l
X. g:nehhan Laporan penerimaan Pajak Laporan Sesuai jumlah
okok laporan
y. Penelitian Dokumen Cukai Laporan Restal jumlak
laporan
2 Melaksanakan penyusunan

rekomendasi dalam rangka :

a. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Surat Keputusen,/ Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 25 UU Penof;kan keputusan/
Kepabeanan di KPPBC penolakan

b. Pemberian Fasilitas Kepabeanan st Keputinsai/ Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 26 UU Penofakan keputusan/
Kepabeanan di KPPBC penolakan

c. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Sureli;c Kei)aitusan/ keputusan/
Berikat di KPPBC enofakan penolakan

d. Pembekuan dan Pencabutan Sesuai jumlah surat
Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Surat Keputusan/ keputusan/
Tempat Penimbunan Berikat di Penolakan penolakan
KPPBC

e. Penerbitan STTJ di KPPBC STTJ/ Surat Penolakan ) i

penolakan

f. penerbitan perizinan berupa NPPBKC NPPBKC/ Surat el Telal s
di KPPBC Penolakan BEpULEHn/

penolakan

g. pemberian Kemudahan Cukai Sesuai jumlah surat
berupa Penundaan Pembayaran di Surat Eeputusan, keput /

p {5 mbay Periolakan eputusan
KPPBC penolakan

h. pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan/ Sesukm Jurnlas ey

eputusan/

Tidak Dipungut di KPPBC

Penolakan

penolakan




No Butir Kegiatan Satuan Hasil (Tiap) Jumlah Satuan Hasil
3 Melaksanakan monitoring dan evaluasi

terkait :

a. Fas1htgs Pasal 25 UU Kepabeanan Laporat Money Sesuai jumlah
sebagai Ketua laporan monev

b. Fasilitas Pasal 26 UU Kepabeanan Sesuai jumlah
sebagai Ketua Laporan Monev laporan monev

c. Fasilitas Tempat Penimbunan ) Sesuai jumlah
Berikat sebagai Ketua Lapman Money laporan monev

d. Fasﬂﬂgs Migas dan Panas Bumi Laporan Monev Sesuai jumlah
sebagai Ketua laporan monev

e. Fasilitas BMDTP sebagai Ketua Laporan Monev SEsual Jmial

laporan monev

f. Fasilitas KITE sebagai Ketua Laporan Monev Sesuial jumlah

laporan monev

g. Sertifikasi AEO sebagai ketua Laporan Monev Sesu-al jumlah

laporan monev

h. Pemberian Perizinan Kepabeanan Laporan Monev Sesuai jumlah
terkait NIK sebagai ketua P laporan monev

i. Peneta}_)an Hubungan Keterkaitan Laporan Monev Sesuai jumlah
sebagai Ketua laporan monev

J- Laporap Periodik Cukai (LACK) Lapétan Money Sesuai jumlah
sebagai Ketua laporan monev

k. Pemberian perizinan Kepabeanan Sesuai jumlah
berupa NPPBKC sebagai Ketua saput oney laporan monev

1. pemberian fasilitas Cukai berupa T i m—— Sesuai jumlah
Pembebasan Cukai sebagai Ketua P laporan monev

m. Pemusnahan Pita Cukai/Barang Sesuai jumlah
Kena Cukai sebagai Ketua Laporan Monev laporan monev

n. Penetapan Tarif Cukai sebagai Ketua Laporan Monev IS esuai jumlah

aporan monev
pengerrllbahan Cukai/Pita Cukai Laporan Maney Sesuai jumlah
sebagai Ketua laporan monev

p. pemberian Kemudahan Cukai Sesuai jumlah
berupa Penundaan Pembayaran Laporan Monev laporan monev
sebagai Ketua

q. pemberian fasilitas Cukai berupa Sesuali jumlah
Tidak Dipungut sebagai Ketua Laparaa Maney laporan monev

a Melaksanakan Validasi terkait
Sertifikasi AEO sebagai :
Ketua Laporan Validasi el Jun?lah.
laporan validasi
JFPBC MADYA
1 Melaksanakan penyusunan

rekomendasi dalam rangka :

a. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 25 UU Surat Keputusan/ keputusan/
Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Penolakan penolakan
Kantor Pusat

b. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Pasal 26 UU Surat Keputusan/ keputusan/
Kepabeanan di KPU, Kanwil dan Penolakan penolakan
Kantor Pusat

¢. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Surat Keputusan/ keputusan/
Berikat di KPU, Kanwil dan Kantor Penolakan penolakan
Pusat

d. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat
terkait Fasilitas Migas dan Panas Surat Keputusan/ keputusan/
Bumi di KPU, Kanwil dan Kantor Penolakan penolakan
Pusat

e. Pemberian Fasilitas Kepabeanan Sesuai jumlah surat

terkait Fasilitas BMDTP di
Kanwil dan Kantor Pusat

KPU,

Surat Keputusan/
Penolakan

keputusan/
penolakan




No Butir Kegiatan Satuan Hasil (Tiap) Jumlah Satuan Hasil
f. Pembekuan dan Pencabutan Sesuai jumlah surat
Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Surat Keputusan/ keputusan/

Tempat Penimbunan Berikat di KPU, Penolakan penolakan
Kanwil dan Kantor Pusat
g. Pembekuan dan Pencabutan Sesuai jumlah surat
Fasilitas Kepabeanan terkait Fasilitas Surat Keputusan/ keputusan/
KITE di KPU, Kanwil dan Kantor Penolakan penolakan
Pusat
h. Pemberian, Pembekuan dan/ Sesuai jumlah surat
Pencabutan Perizinan Kepabeanan keputusan/
dan Cukai berupa NIPER di KPU, NIEER/ Sust Peniokdan penolakan
Kanwil dan Kantor Pusat
i. Penerbitan SPPJ SPPJ/ Surat Penolakan | S¢Sudl jumlah SPRJ/
penolakan
j.- Penerbitan Fasilitas Pengembalian Surat Keputusan/ Sesuka; J;I?;l;l;?urat
KITE Penolakan P
penolakan
k. penelitian Laporan Periodik Cukai BT Sesuai jumlah
(LACK) p laporan
. pemberian fasilitas Cukai berupa Surat Keputusan, Sesuai jumlah surat
Pembebasan Cukai di Kanwil dan P keputusan/
Penolakan
Pusat penolakan
m. Pemusnahz«_m Pita Cukai/Barang Laporan/ Berita Acara Sesuai jumlah
Kena Cukai laporan
Sesuai jumlah surat
n. Penetapan Tarif Cukai Surat Keputusan/ keputusan/
Penolakan
penolakan
o. pengembalian Cukai/Pita Cukai Laporan/ Berita Acara Ses;; Al jumiah
aporan
. Sesuai jumlah surat
p. Pemberian Sertifikasi AEO Se%{gjﬁgl ksairat keputusan/
penolakan
Pemberian perizinan Kepabeanan Sesual jumlah surat
% dani Ciikai B p 2 NIK P NIK/ Surat Penolakan keputusan/
an tu erup penolakan
r. Pemutakhiran Data Base Nilai Sesuai jumlah
Laporan
Pabean laporan
s. Pembekuan dan pencabutan Surat Keputusan/ Seaual jumlabsteat
T - keputusan/
Sertifikasi AEO Penolakan
penolakan
t. penelitian Laporan Penerimaan Pajak Laporan Sesuai jumlah
Rokok laporan
Melaksanakan pembahasan dalam
2 rangka perjanjian kerja sama
perdagangan dan kepabeanan cukai
internasional sebagai :
Sesuai jumlah
Anggota Laporan laporan
JFPBC UTAMA
Melaksanakan pembahasan dalam
1 rangka perjanjian kerja sama
perdagangan dan kepabeanan cukai
internasional sebagai :
Ketua Laporan Sesuai jumlah

laporan
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C. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pengembangan Profesi

NO

Sub Unsur

Butir Kegiatan

Jumlah Satuan Hasil

Pembuatan karya
tulis dan/atau
karya ilmiah di
bidang kepabeanan
dan cukai

* Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survai, dan atau
evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai
yang dipublikasikan:

1) dalam bentuk buku yang diterbitkan
dan diedarkan secara nasional.

Sesuai jumlah buku yang
diterbitkan dan diedarkan
secara nasional.

2] dalam majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian Keuangan.

Sesuai jumlah naskah
yang dimuat dalam
majalah  ilmiah  yang
diakui oleh Kementerian
Keuangan.

¢ Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survai, dan atau
evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai
yang tidak dipublikasikan:

1) dalam bentuk buku

Sesuai jumlah buku yang
diterbitkan yang tidak
dipublikasikan.

2) dalam bentuk makalah

Sesuai jumlah makalah
yvang tidak dipublikasikan.

* Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri di bidang kepabeanan dan cukai
vang dipublikasikan:

1) dalam bentuk buku yang diterbitkan
dan diedarkan secara nasional

Sesuai jumlah buku yang
diterbitkan dan diedarkan
secara nasional.

2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian Keuangan

Sesuai jumlah naskah
yang dimuat dalam
majalah  ilmiah  yang
diakui oleh Kementerian
Keuangan.

* Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri di bidang kepabeanan dan cukai
vang tidak dipublikasikan:

1) dalam bentuk buku

Sesuai jumlah buku karya
tulis/karya ilmiah yang
diterbitkan yang tidak
dipublikasikan.

2) dalam bentuk makalah

Sesuai jumlah makalah
yang tidak dipublikasikan.

e Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan
melalui media. massa yang merupakan satu
kesatuan

Sesuai jumlah tulisan
ilmiah  populer  yang
diterbitkan melalui media
massa.

¢ Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan, atau wulasan ilmiah dalam
pertemuan ilmiah nasional (tidak harus
memberikan rekomendasi tetapi harus ada
kesimpulan akhir).

Sesuai jumlah tinjauan,
gagasan, atau ulasan
ilmiah yang disampaikan
dalam pertemuan ilmiah
nasional.

Penyusunan
ketentuan
pelaksanaan/
ketentuan teknis di
bidang
Kepabeanan dan
Cukai

Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang
kepabeanan dan cukai

Sesuai jumlah ketentuan
pelaksanaan yang dibuat

Menyusun ketentuan teknis di bidang
kepabeanan dan cukai

Sesuai jumlah ketentuan
teknis yang dibuat
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Sub Unsur

Butir Kegiatan

Jumlah Satuan Hasil

Penerjemahan/
penyaduran buku
dan atau karya
ilmiah di bidang
kepabeanan dan
cukai

¢ Menerjemahkan/menyadurkan buku atau
karya ilmiah di bidang kepabeanan dan
cukai yang dipublikasikan:

1) dalam bentuk buku yang diterbitkan
dan diedarkan secara nasional.

Sesuai jumlah buku yang
diterbitkan dan diedarkan
secara nasional.

2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh
Kementerian Keuangan.

Sesuai jumlah majalah
ilmiah yang diakui oleh
Kementerian Keuangan.

¢ Menerjernahkan/menyadurkan buku atau
karya ilmiah di bidang kepabeanan dan
cukai yang tidak dipublikasikan:

3) dalam bentuk buku

Sesuai jumlah buku karya

tulis/karya ilmiah yang
diterbitkan yang tidak
dipublikasikan.

4) dalam bentuk makalah

Sesuai jumlah makalah
yang tidak dipublikasikan.

* Menerjemahkan/menyadur peraturan di
bidang kepabeanan dan cukai yang diakui
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sesuai jumlah peraturan
yang diterjemmahkan/
disadur

D. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Unsur Penunjang

NO

Sub Unsur

Butir Kegiatan

Jumlah Satuan Hasil

Pengajar/pelatih di
bidang
kepabeanan dan
cukai

¢ Mengajar/melatih yang berkaitan dengan

bidang Kepabeanan dan Cukai

Sesuai Jumlah Jamlat
Mengajar atau Melatih

e Mengikuti seminar/lokakarya,/konferensi
sebagai:

1. Pemrasaran/penyaji/narasumber

Sesuai Jumlah Surat
Kerterangan/sertifikat
sebagai pemrasaran

2. Moderator/pembahas

Sesuai Jumlah Surat
Kerterangan/sertifikat
sebagai
Moderator/Pembahas/N
arasumber

3. Peserta

Sesuai Jumlah Surat
Kerterangan /sertifikat
sebagai Peserta

e Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai:

a] Pengurus Aktif

Sesuai  Jumlah  Kartu
Anggota dalam Pengurus
Altif tingkat Nasional

b) Anggota Aktif

Sesuali Jumlah Kartu
Anggota dalam Anggota
Aktif tingkat Nasisonal

Keanggotaan
dalam Tim Penilai
Jabatan
Fungsional
Pemeriksa Bea dan
Cukai

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara
aktif.

Sesuai Jumlah Tahun
dalm Keputusan
Pembentukan Tim Penilai
Angka Kredit
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NO Sub Unsur Butir Kegiatan Jumlah Satuan Hasil
3 Perolehan piagam | Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
kehormatan Lancanan Karya Satya:

1. 30 (tiga puluh tahun)

Sesuai Jumlah Piagam
Penghargaan 30 tahun

2. 20 (dua puluh tahun)

Sesuai Jumlah Piagam
Penghargaan 20 tahun

3. 10 (sepuluh tahun)

Sesuai Jumlah Piagam
Penghargaan 10 tahun

4 Perolehan gelar
kesarjanaan
lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak
sesuai dengan bidang tugas berupa gelar:

Doktor

Pasca Sarjana

Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)

Diploma III

i L i o

Diploma I

Sesuai jumlah gelar atau
jjasah kesarjanaan
lainnya yang diraih.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN XI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT SURAT USULAN PAK

__KOP SURAT __
Nomor ¥ o (L)
Tanggal E oiwnd (2)......
Sifat : Segera
Hal Penyampaian usulan PAK
Yth......... (3)eeeriniinnnnann

Schubungan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Nomor: PER-

/BC/2017

tentang Bukti Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan dan Pelatihan, Uji Kompetensi, serta Waktu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Sub Unsur Analisis
Penerimaan, Pemberian Dan Evaluasi Perizinan, Sertifikasi AEO, Pemutakhiran Database Nilai Pabean dan
Fasilitas Kepabeanan Dan Cukai, dengan hormat kami sampaikan usulan PAK bagi PBC Analis
Penerimaan, Perijinan, dan Sertifikasi sebagai berikut :

Nama i A s R AR (4)
NIP T A E (5)
Pangkat - TR (6)
Jabatan T (7)
Unit Kerja U (8)
TMT Jabatan e T A e 9)

Sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian angka kredit tersebut, terlampir bahan-bahan

sebagai berikut :

DUPAK;

@ g

Pendukung;

gowe s o o

emikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

Tembusan :Direktur Jenderal

SPMK Pemeriksaan Bea dan Cukai dan Bukti Pendukung;
SPMK Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti

SPMK Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
SPMK Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;

SPMK Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
SPMK Pengembangan Profesi disertai Bukti Pendukung; dan
. SPMK Penunjang disertai dengan Bukti Pendukung.
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT USULAN PAK

Angka (1) : diisi dengan Nomor Surat Dinas atasan langsung PBC
Angka (2) : diisi dengan tanggal surat dinas atasan langsung PBC
Angka (3) : diisi dengan :

e Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal bagi PBC Madya dan
Utama

¢ Sekretaris Direktorat Jenderal bagi PBC Muda, PBC Pertama, PBC Penyelia, PBC
Mabhir, PBC Terampil, atau PBC Pemula di lingkungan Kantor Pusat DJBC

° Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan utama bagi PBC Muda,
PBC Pertama, PBC Penyelia, PBC Mahir, PBC Terampil, atau PBC Pemula di
Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, atau Kantor Pelayanan dan

Pengawasan Bea dan Cukai
Angka (4) : diisi dengan Nama lengkap PBC yang bersangkutan

Angka (5) : diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

Angka (6) : diisi dengan Pangkat PBC yang bersangkutan
Angka (7) : diisi dengan Jabatan PBC yang bersangkutan
Angka (8) : diisi dengan unit kerja PBC yang bersangkutan

Angka (9) : diisi dengan TMT jabatan PBC yang bersangkutan
Angka (10) : diisi dengan :

e Nama dan NIP Atasan Langsung bagi PBC di lingkungan Kantor Pusat DJBC

¢ Nama dan NIP Pejabat Administrator yang menangani masalah kepegawaian bagi
PBC pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama

e Nama dan NIP Atasan Langsung bagi PBC di Kantor Pelayanan dan Pengawasan

Bea dan Cukai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya -ttd-
Sekretaris Direktorat Jenderal

UKGAY 7o 1D HERU PAMBUDI
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LAMPIRAN XII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUEKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT (BAPAK)

BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
(BAPAK)
Nomor : ...... (L)ssssns

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:...(2) ...tanggal...(3).... Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Direktur Jenderal, Tim Penilai
Angka Kredit Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami yang bertandatangan di bawah

ini:

1. Nama % wrmas (4).....
NIP S 5).....
Jabatan LA ©)...

2. Nama t..(4)..
NIP e (8).....
Jabatan T mwn () —

3. Dst

Telah melakukan penilaian angka kreditatas DUPAK yang diusulkan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran Berita Acara ini pada

tanggal.....(7)....yang bertempat di ....... (6= PO
Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK, SPMK dan Bukti Pendukung yang kami terima serta hasilnya kami tuangkan dalam Lampiran Berita Acara ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penilai Wakil Ketua Tim Penilai
....... (4) dan (5)...... vereen(4) dan (5)......
Sekretaris Anggota




Lampiran Berita Acara Penilaian Angka Kredit

Pemeriksaan Bea dan| Pencegahan dan Pengel ol aan Pengembangan
S ey AK Pendidikan Culkai Penyidikan Pelayanan Informasi| Kepatuhan Internal Informast Profesi Unsur Penunjang Total
No Sebelumny
K
ik (s a Usulan [Disetujui| Usulan |Disetujui| Usulan |Disetujui| Usulan [Disetujui| Usulan |Disetujui| Usulan |Disetujui| Usulan |Disetujui| Usulan |Disetujui| Usulan |Disetnjui
y

(9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20 (21) (22) (23) (24) (25) (286) (27) 28) (30
Ketua Tim Penilai Wakil Ketua Tim Penilai
e (A)..... (4)....
....... (Bl ST || E—
Sekretaris Anggota

....... 4)......




Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)

Angka (12)
Angka (13)

Angka (14)

Angka (15)

Angka (16)

Angka (17)

Angka (18)
Angka (19)

Angka (20)
Angka (21)

Angka (22)

Angka (23)

Angka (24)

- g -

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

diisi dengan nomor naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim
Penilai AngkaKredit.

diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim
Penilai Angka Kredit

diisi dengan nama Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit

diisi dengan NIP Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit

diisi dengan kedudukan dalam Tim Penilai yang melakukan penilaian angka
kredit

diisi dengan tanggal penilaian angka kredit

diisi dengan tempat penilaian angka kredit

diisi dengan nama/NIP PBC audit yang dinilai angka kreditnya.

diisi dengan Satuan kerja tempat tugas dari PBC yang dilakukan penilaian

diisi dengan nilai Angka Kredit dari PAK terakhir atau Nota Pemberitahuan
terakhir sebelum dilakukan penilaian saat ini

diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pendidikan

diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan
pendidikan

diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pemeriksaan Bea
danCukai

diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan
pemeriksaan Bea dan Cukai

diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pencegahan dan
penyidikan

diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan
pencegahan dan penyidikan

diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pelayanan informasi
diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan
pelayanan informasi

diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan kepatuhan internal
diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan
kepatuhan internal

diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pengelolaan

informasi

: diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan

pengelolaan informasi
diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pengembangan

profesi



Angka (25)

Angka (26)
Angka (27)

Angka (28)
Angka (29)
Angka (30)
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: diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan

pengembangan profesi

diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan unsur penunjang

diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan unsure

penunjang

diisi Total angka kredit yang diusulkan PBC

diisi Total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai

diisi dengan salah satu dibawah ini:

* "Dapat dipertimbangican untulk kenatkan jabatan dan/atau pangkat’ apabila
Angka Kredit tersebut dapat memenuhi untuk kenaikan jabatan dan/atau
pangkat.

* "Belum dapat dipertimbangkan untuk kenailan jabatan dan/atau pangkat”
apabila Angka Kredit tersebut belum dapat memenuhi untuk kenaikan

jabatan dan/atau pangkat.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN

EVALUASI

PERIZINAN,

SERTIFIKASI

PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

PENETAPAN ANGKA KREDIT

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;

2. Sekretaris DIBC

3. Pimpinan unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu,

e (1 NI
Nomor :  .ooeev.... (2)...
Masa Penilaian : .......oovovvvvveens ) FOUTR S i [B)cismvmvevviniis
TEStansiis oo O
I | KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama e (B st
2 MNIE ] s (6} ............................
3 Nomior Seri KARPEG e 74 PO
4 | Pangkatl / Golongan Ruang / TMT | seevermnnininininn (B)ivovivimemeimnaiian
5 Temipat dan Tanggal Lahir | e ()i smne s
6 JE‘HiS Kelﬂﬂlill .......................... {10]- .
7 Pendidikan Tertinggsi | e, (L) cvsvsvanvim iy
8 Jabatan Fungsional / TMT | e, (L2)e s ersmemmnsngmpsssmsmnnsns
9 | MasaKeja | pamyq | (13)..
Golongan
Baru e (14)..
10 | Unit Kerja
II | pPENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
1 | UNSUR UTAMA
A Pendidikan Formal ...(15)... ...(16)... SV (3 7 e
1)
2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda | ...(18)... w19} ...(20)...
Tamal Pendidikan & Pelatihan (STTPP)
B | Pemeriksaan Bea dan Cukai o 21)500 L(22)... ..(23)...
C Pencegahan dan Penyidikan i bidang Kepabeanan dan ...(24)... ...(25)... ...(28)...
Cukai
p | Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai .27, ...(28)... ...(29)...
E | Kepatuhan Internal di bidang Kepabeanan dan Cukai ..(30)... ...(31)... (322
F | Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai ...(33)... ...(34)... wi(@5)
G | Pengembangan Profesi ...(36)... ...(87)... ...[38)...
Jumlah Unsur Utama ~-(39)... -+-(40)... --(41)...
2 | UNSUR PENUNJANG PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
Penunjang Tugas Pemeriksa Bea dan Cukai ...(42)... ...(43)... ...(44)...
Jumlah Unsur Penunjang -..(45)... -..(46)... - (47)...
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang --48)... -(49)... -(50)...
III | DAPAT DIPERTIMBANGEKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN .....coorvvereine(51)urirencnnenes wneeennes / PANGEAT
........... (52).sevenees / TMT wvvrienieaenna(53)ennrvenannens
ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan . i
Pensiun Kepegawaian BKN Dltetapkan dit, (54)...........
pada tanggal : .......... (55).ccuviennnn

AEO,
PABEAN DAN




Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)

Angka (16)

Angka (17)

Angka (18)

Angka (19)

Angka (20)

Angka (21)

Angka (22)

Angka (23)

Angka (24)

Angka (25)

Angka (27)

Angka (28)

-9 -

PETUNJUK PENGISIAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

: diisi dengan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

: diisi dengan nomor naskah dinas sesuai peraturan yang berlaku

: diisi dengan masa/periode (awal sampai dengan akhir) penilaian angka kredit
: diisi dengan instansi PBC yang bersangkutan

: diisi dengan Nama PBC yang bersangkutan

: diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

: diisi dengan nomor seri Kartu Pegawai PBC yang bersangkutan

: diisi dengan pangkat, golongan ruang, dan TMT PBC yang bersangkutan
: diisi dengan tempat dan tanggal lahir PBC yang bersangkutan

: diisi dengan jenis kelamin PBC yang bersangkutan

: diisi dengan pendidikan tertinggi PBC yang bersangkutan

: diisi dengan nama jabatan dan TMT jabatan PBC yang bersangkutan

: diisi dengan masa kerja golongan lama PBC yang bersangkutan

: diisi dengan masa kerja golongan baru PBC yang bersangkutan

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pendidikan formal

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pendidikan formal

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pendidikan dan pelatihan

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pendidikan dan pelatihan

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pemeriksaan bea dan cukai

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pemeriksaan bea dan cukai

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai



Angka (29)

Angka (30)

Angka (31)

Angka (32)

Angka (33)

Angka (34)

Angka (35)

Angka (36)

Angka (37)

Angka (38)

Angka (39)

Angka (40)

Angka (41)

Angka (42)

Angka (43)

Angka (44)

Angka (45)

Angka (46)

Angka (47)

Angka (48)
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: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

+ diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan

cukai

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pengembangan profesi

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan pengembangan profesi

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

seluruh kegiatan unsur utama

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

seluruh kegiatan unsur utama

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

seluruh kegiatan unsur penunjang

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

seluruh kegiatan unsur penunjang

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang

: diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan unsur utama dan unsur penunjang



Angka (49)

Angka (50)

Angka (51)
Angka (52)

Angka (53)
Angka (54)
Angka (55)
Angka (56)

s i =

: diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari

kegiatan unsur utama dan unsur penunjang

: diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat

yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang

: diisi nama jenjang jabatan yang akan diduduki oleh PBC yang bersangkutan
: diisi besarnya pangkat yang diduduki oleh PBC yang bersangkutan pada jenjang

jabatan tersebut

: diisi TMT jenjang jabatan yang akan diduduki oleh PBC yang bersangkutan
: diisi tempat penetapan angka kredit
: diisi tanggal penetapan angka kredit

: diisi nama dan NIP Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

: Indrajajt
\%) naraj

¥
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI
KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PENERIMAAN,
PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEQ, PEMUTAKHIRAN
DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT NOTA PEMBERITAHUAN

KOP SURAT
NOTA PEMBERITAHUAN
Nomor:...... 1) E——
Kepada ... Blazisin
Dari ... (8)revies
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Angka Kredit PBC Analis Penerimaan, Perijinan, dan Sertifikasi

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor:....(4)....tentang Pembentukan Tim Penilai Direktur Jenderal, Tim Penilai Sekretariat Direktur
Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai, kami telah melakukan penilaian angka kredit pada tanggal ....... (5)...... yang bertempat di ..... {23 JR— dengan hasil penilaian
sebagaimana dalam Lampiran Nota Pemberitahuan ini.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kami harapkan agar Saudara menyampaikan kepada PBC Analis Penerimaan, Perijinan, dan Sertifikasi yang
bersangkutan melalui atasan langsungnya.

Demikian disampaikan.

Ketua Tim Penilai

Tembusan: Sekretaris Direktorat Jenderal




LAMPIRAN NOTA PEMBERITAHUAN

Nomor:............(1)

. D Pemeriksaan Bea dan| Pencegahan dan Pengelolaan Pengembangan ¢l
Nama/ ey AK Pendidikan Cukai Penyidikan Pelayanan Informasi| Kepatuhan Internal Infortaasl Profesi Unsur Penunjang Total
No NIP Kerja Sebelumny
a Usulan |Disetujui| Usulan |Disetujui| Usulan |Disetujoi{ Usulan |[Disetujui| Usulan |Disetujui| Usulan |Disetujui| Usulan |Disetojui| Usulan |Di setujui| Usulan |Disetujui
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) {18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

Ketua Tim Penilai




Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)

Angka (15) :
Angka (16) :
Angka (17) :
Angka (18) :
Angka (19) :
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PEMBERITAHUAN

: Diisi dengan nomor dan tanggal Nota Pemberitahuan sesuai tata naskah dinas

: Diisi dengan

e “Sekretaris DJBC"” dalam hal yang dinilai PBC Madya dan PBC Utama

¢ “Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian” dalam hal yang dinilai PBC Muda, PBC Pertama, PBC Mahir, PBC Terampil atau PBC
Pemula di lingkungan Kantor Pusat DJBC

e “Kepala Bagian Umum” dalam hal yang dinilai PBC Muda, PBC Pertama, PBC Mahir, PBC Terampil, atau PBC Pemula di Kantor
Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, atau Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai.

: Diisi dengan Ketua Tim Penilai

: Diiisi dengan nomor keputusan pembentukan Tim Penilai

: Diisi dengan tanggal penilaian angka kredit

: Diisi dengan tempat penilaian angka kredit

: Diisi dengan nama dan NIP Ketua Tim Penilai

: Diisi dengan nama dan NIP PBC yang dinilai

: Diisi dengan unit kerja PBC yang dinilai

: Diisi dengan angka kredit terakhir PBC yang dinilai

: Diisi dengan angkak redit dari unsur Pendidikan yang diusulkan oleh PBC
: Diisi dengan angka kredit dari unsur Pendidikan yang disetujui Tim Penilai
: Diisi dengan angka kredit dari unsur Pemeriksaan Bea danCukai yang diusulkan oleh PBC

: Diisi dengan angka kredit dari unsur Pemeriksaan Bea dan Cukai yang disetujui Tim Penilai

Diisi dengan angka kredit dari unsur Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
Diisi dengan angka kredit dari unsur Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
Diisi dengan angka kredit dari unsur unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
Diisi dengan angka kredit dari unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai

Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan internal di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC



Angka (20) :
Angka (21) :
Angka (22) :
Angka (23) :

: Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi yang disetujui Tim Penilai

Angka (24)

Angka (25) :
Angka (26) :
Angka (27) :
Angka (28) :

-4 -

Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan internal di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai

Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi yang diusulkan oleh PBC

Diisi dengan angka kredit dari unsur Penunjang yang diusulkan oleh PBC
Diisi dengan angka kredit dari unsur Penunjang yang disetujui Tim Penilai
Diisi dengan total angka kredit yang diusulkan oleh PBC

Diisi dengan total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

\m:wwﬂmﬁmnm Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN XV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-24/BC/2017

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB
UNSUR ANALISIS PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN
EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO,
PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN
FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI

FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA INPASSING

SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA INPASSING JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
NOMOR: ........oeeeeneee (69 IO

Sesuai dengan surat rekomendasi Direktur / Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan
Utama/ Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nomor ... Yang bertanda tangan dibawah
ini, menerangkan bahwa :

Nama (2
NIP 3
Pangkat /Golongan 4

telah mengikuti Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
dan yang bersangkutan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan
inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai.

(5) ,

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

(6)




Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI

: Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas

: Diisi dengan Nama lengkap Pegawai yang bersangkutan

: Diiisi dengan NIP Pegawai yang bersangkutan

: Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki Pegawai yang bersangkutan
: Diisi dengan tempat dan tanggal surat

: Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

e
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